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Wahyu Nur Fajar Pratiwi, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Juni 2021, ANALISIS YURIDIS METODE PROMOSI FLASH SALE 
DITINJAU DARI PASAL 20 UNDANG-UNDANG N0. 5 TAHUN 1999 TENTANG 
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, Dr. 
Sukarmi, S.H., M.Hum. dan Ibu Ranitya Ganindya, S.H., M.H. 
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan metode promosi flash sale 
apabila ditinjau dari Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pilihan tema tersebut dilatar 
belakangi oleh maraknya perkembangan e-commerce saat ini yang membuat 
pelaku usaha menerapkan berbagai macam kegiatan promosi, salah satunya flash 
sale. Namun dalam prakteknya penerapan harga yang sangat rendah dalam 
metode promosi flash sale banyak dikaitkan praktek jual rugi. Karena 
dikhawatirkan akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 
e-commerce.  
Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah 
metode promosi flash sale dapat dikategorikan sebagai bentuk predatory pricing 
dalam perspektif persaingan usaha? (2) Bagaimana akibat hukum dari metode 
promosi flash sale terhadap persaingan usaha?. Pada skripsi ini menggunakan 
metode penelitian hukum yuridis normatif (Legal Research) dengan metode 
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan 
analitis (analytical approach). Bahan hukum primer, dan sekunder yang diperoleh 
penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deduktif. 
Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban bahwa adanya perbedaan 
mengenai maksud dan tujuan metode promosi flash sale dengan penerapan 
praktek predatory pricing yang dimuat dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, dan 
juga tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 20 pada metode promosi flash sale 
menjadikan metode promosi flash sale tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk 
predatory pricing dalam persaingan usaha. Adapun akibat hukum terhadap metode 
promosi flash sale yang pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 20, dan telah 
dilakukan pembuktian berdasarkan rule of reason, maka dapat dikenakan sanksi 




Wahyu Nur Fajar Pratiwi, Economics and Business Law, Faculty of Law 
University of Brawijaya, June 2021, JURIDICAL ANALYSIS ON FLASH SALE 
PROMOTION METHOD IN A VIEW OF ARTICLE 20 STATUTORY REGULATION NO. 
5 OF 1999 ABOUT PROHIBITION ON MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR 
COMPETITION, Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. and Ranitya Ganindya, S.H., M.H. 
In this undergraduate thesis, the author brought up a problem about flash 
sale promotion in a view of Article 20 Statutory Regulation No. 5 of 1999 about 
Prohibition on Monopoly Practice and Unfair Competition. The background was 
made due to the emerging development of e-commerce that leads businessmen 
implement various promotion activities, as in flash sale. However, in practice, the 
implementation of very-low price in flash sale promotion method are mostly 
associated with pratice of selling at lost. As it might raise an issue of creating unfair 
competition among businessmen of e-commerce. 
Based on the aforementioned matters, the author provided following 
problem formulations: (1) Does the method of flash sale promotion can be 
categorized as predatory pricing in a perspective of business competition? (2) How 
are the legal impacts of flash sale promotion method to business competition?. 
This undergraduate thesis used normative juridical legal research (Legal Research) 
using Statutory Approach and Analytical Approach. Primary, and secondary legal 
materials obtained by the author would be analyzed using deductive analysis 
technique. 
From this research, the author concludes that there is a difference about 
the meaning and purpose of the flash sale promotion method with the 
implementation of the predatory pricing practices stated on article 20 Statutory 
Regulation No. 5 of 1999, and also mentioned the unmet requirement of article 20 
Statutory Regulation No. 5 of 1999 on the flash sale promotion methods making 
the flash sale promotion method cannot be categorized as a form of predatory 
pricing in business competition. As for the legal consequences of the flash sale 
promotion method which in its implementation violating the requirements of article 
20, and found violating by the burden of proof based on the rule of reason, 






A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi dalam dunia digital saat ini telah sangat 
berkembang dalam beberapa tahun ini. Era digital telah membuat masyarakat mau 
tidak mau turut serta memasuki gaya hidup baru yang berdampingan dengan 
perangkat teknologi digital. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan 
pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas di era globalisasi ini.1 
Perubahan tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal 
sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan 
masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan.2 
Meningkatnya perkembangan teknologi tersebut meliputi hampir seluruh bidang 
kehidupan manusia, salah satunya dalam hal perdagangan barang dan jasa. 
Adanya kemajuan tersebut membentuk kebiasaan baru, yang dahulu perdagangan 
barang dan jasa dilakukan secara langsung dengan tatap muka atau bertemu 
secara fisik antara penjual dan pembeli namun saat ini dapat dilakukan secara 
online melalui media internet.3  
Berkat kemajuan teknologi saat ini dapat memberikan kesempatan untuk 
membuat laju lalu lintas perdagangan nasional menjadi lebih luas jangkauannya. 
Indonesia sebagai negara hukum, mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi: 
“(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.” 
Pengaturan dalam Pasal 3 menjadikan bahwa hukum di Indonesia adalah 
sumber kedaulatan. Hukum merupakan kesatuan asas dan kaidah-kaidah yang 
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk didalamnya lembaga 
                                                          
1 Lathifah Hanim, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan 
Perjanjian Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi, Jurnal 
Dinamika Hukum, Vol. 11, Issues 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 
2011, hlm 59. 
2 Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm 2. 
3 Melisa Setiawan Hotana, Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif 
Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 1 No. 1, 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, hlm 28. 
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dan proses untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan.4 Untuk itu dalam 
mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, negara juga menjamin hak-
hak tiap individu, dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: 
“(2)Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan.” 
Seperti yang diketahui apabila laju lalu lintas perdagangan semakin luas 
jangkauannya, maka tiap masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang 
sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada saat  perekonomian 
negara tengah berkembang sebagaimana sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) 
diatas. Di Indonesia landasan kegiatan perekonomian nasional telah diamanatkan 
pada UUD NRI 1945 dalam Pasal 33 ayat (4) bahwa: 
“(4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 
Untuk itu perkembangan teknologi yang menyangkut perekonomian 
nasional dalam bidang perdagangan tetap berpegang teguh pada prinsip yang 
diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut. Perkembangan 
teknologi tersebut juga berperan penting dalam peningkatan jumlah pengguna 
internet di dunia maya pada saat ini. Tidak mengherankan jika pada tahun 2020 
tercatat pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta pengguna. Jumlah 
tersebut meningkat dari 171 juta di tahun 2019 dengan penetrasi 73,7% atau naik 
sekitar 8,9% atau sekitar 25,5 juta pengguna.5 Peningkatan terhadap jumlah 
pengguna internet di Indonesia memberikan dampak pada berbagai macam 
kegiatan atau aktivitas yang dilakukan memperoleh kemudahan dan tergolong 
praktis.  
Perkembangan dan perubahan inilah yang berdampak pada sebagian besar 
kehidupan manusia. Namun salah satu yang paling menonjol dalam perkembangan 
yang sangat pesat di jaman modern ini adalah e-commerce. E-commerce yang 
                                                          
4 Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2009, hlm 
4. 
5 Irso, 2020, Dirjen PPI : Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting 
dari Transformasi Digital (online), https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-
survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-
digital/0/berita_satker (15 Januari 2021) 
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merupakan terdiri dari kesatuan seluruh aspek dinamis teknologi, aplikasi dan 
proses bisnis yang menggabungkan perusahaan, konsumen dan komunitas 
tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang pelayanan, dan 
informasi yang dilakukan secara elektronik.6 Yang dalam pengaturannya mengacu 
pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(selanjutnya disebut UU ITE) yang mendefinisikan transaksi elektronik sebagai 
berikut: 
“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik 
lainnya.”7 
Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE tersebut, bahwa kegiatan bisnis 
dengan menggunakan transaksi elektronik (e-commerce) ini merupakan perbuatan 
hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komuter, 
dan/atau media elektronik lainnya. Namun dalam perkembangannya saat ini, 
media seperti handphone pintar (smartphone) pun transaksi elektronik dapat 
dilakukan dengan menggunakan berbagai vitur aplikasi e-commerce yang tersedia. 
Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik 
usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen yang 
lebih banyak dikarenakan sifat dari web itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan 
dapat meng-cover pasar yang lebih luas.8 Semakin berkembangnya penggunaan 
internet dan munculnya e-commerce dalam kegiatan bisnis, hal tersebut dapat 
melahirkan suatu budaya dan model baru dalam dunia bisnis.  
Model bisnis yang digunakan pada e-commerce merupakan model bisnis 
bersifat non-face (pelaku bisnis tidak hadir secara langsung) dan non-sign (tidak 
menggunakan tanda tangan asli).9 Oleh karena itu penggunaan e-commerce yang 
tidak mungkin terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli, maka akan 
sangat membutuhkan “niat baik” dari kedua belah pihak untuk melakukan 
                                                          
6 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 58. 
7 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
8 Sugeng, op.cit. hlm 205. 
9 Niniek Suparni, Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya, 
Fortun Mandiri Karya, Jakarta, 2001, hlm 33. 
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transaksi bisnis.10 Karena pada dasarnya dalam bertransaksi selalu membicarakan 
mengenai aspek materil dari hubungan hukum yang disepakati para pihak. Yang 
dimana sebagai suatu perikatan ataupun hubungan hukum antara pihak yang 
dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan.11  
Pada perdagangan secara elektronik (e-commerce) dengan berbagai 
kelebihannya telah mulai marak dan memasyarakat. Beberapa kelebihan tersebut 
antara lain adalah efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan kinerja.12 
Populernya kegiatan perdagangan secara elektronik, menjadikan pelaku usaha 
turut mengambil andil untuk menggunakan situs website sebagai portal jual beli. 
Kemudahan terhadap akses dan fasilitas yang mayoritas masyarakat memilikinya, 
yaitu akses internet dan fasilitas ponsel pintar yang menunjang transaksi jual beli 
secara online semakin lama semakin besar dan eksis pada era digital saat ini.13  
Begitu pula dengan nilai transaksi perdagangan e-commerce ini juga tidak 
bisa dianggap sebelah mata, karena apabila dilihat terkait dengan besarnya 
dampak perekonomian bagi masyarakat dan ekonomi di Indonesia. Nilai tersebut 
memberikan kesempatan dan keuntungan bagi pelaku usaha e-commerce di 
Indonesia untuk kerap mengembangkan bisnisnya. Beberapa perusahaan e-
commerce di Indonesia yang digunakan oleh para pelaku usaha dan lebih banyak 
dikenal oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
Tabel Data Persaingan E-Commerce di Indonesia 







1. Shopee 129.320.800 #1 #1 
2. Tokopedia 114.655.600 #2 #4 
3. Bukalapak 38.583.100 #7 #7 
4. Lazada 22.413.100 #3 #3 
                                                          
10 Edy Santoso, Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia, Cetakan I, 
Kencana, Jakarta, 2018, hlm 94. 
11 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Cetakan I, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, 
hlm 54. 
12 Sugeng, op.cit. hlm 207. 
13 Randy Dimas Virgiawan, Flash Sale Pada E-Commerce Dalam Konteks Peraturan 
Perundang-Undangan Di Indonesia, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah, 2020, hlm 2. 
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Sumber : https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/ , diolah, 2021. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa beberapa platform e-commerce 
tersebut paling banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan jual 
beli. Sebagaimana konsumen, juga pelaku usaha mayoritas menggunakan 
beberapa platform diatas untuk melakukan kegiatan usahanya. Berbagai macam 
kebutuhan dan beberapa fasilitas telah sediakan oleh e-commerce tersebut. 
Sehingga konsumen semakin mudah melakukan transaksi sesuai dengan 
kebutuhannya masing-masing. Kemudahan tidak hanya diberikan pada konsumen, 
pelaku usaha e-commerce pun memperoleh kemudahan pada setiap kegiatan 
perdagangannya. Adanya beberapa fasilitas terkait metode promosi yang 
disediakan untuk meningkatkan penjualan produk pelaku usaha. Oleh karena itu, 
adanya berbagai macam pilihan metode promosi dan kemudahan yang diberikan 
kepada pelaku usaha, menunjukkan bahwa siapa saja dapat melakukan kegiatan 
usaha dalam suatu e-commerce dan dengan menggunakan metode promosi apa 
saja yang telah disediakan oleh e-commerce. 
Seiring berkembangnya teknologi maka banyak dari pelaku usaha e-
commerce yang memasarkan usahanya, khususnya retailer besar. Hal ini 
kemudian yang mengharuskan para pelaku usaha mencari strategi pemasaran 
agar menarik perhatian pasar. Salah satu strategi yang dilakukan secara intensif 
oleh para pelaku usaha dalam media daring untuk kepentingan pemasaran 
tersebut adalah dengan membuat iklan.14  
Iklan pada perdagangan elektronik pun masih merupakan sarana yang 
paling efektif untuk melakukan strategi promosi agar produk pelaku usaha dapat 
dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga pelaku usaha saling mengembangkan 
metode periklanan yang dilakukan. Lebih menarik, unik, dan sederhana. Berbagai 
macam konsep iklan untuk promosi yang unik dan sederhana yang banyak dicari 
oleh masyarakat saat ini. Karena mudah diingat, juga keunikan suatu produk pada 
iklan tersebutlah yang menjadikan ciri khas tersendiri. Untuk kepentingan 
persaingan bisnis, tidak jarang pula pelaku usaha pelaku usaha menggunakan 
                                                          
14 Ahmad Muflikh Arfani, Promo Flash Sale Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah, Skripsi tidak 




konsep iklan untuk promosi produk yang out of the box, yakni dengan melakukan 
visualisasi harga yang menggiurkan bagi setiap konsumen yang melihatnya.15 
Karena pada dasarnya promosi produk berfungsi sebagai sarana meningkatkan 
ketertarikan konsumen atas suatu produk. Maka tak jarang pelaku usaha bersaing 
untuk dapat menarik perhatian konsumen. Karena persaingan antar pelaku usaha 
di dunia bisnis dan ekonomi adalah sebuah keharusan.16  
Jika tidak bersaing secara sehat, cepat atau lambat akan tertinggal atau 
bahkan ditinggal oleh konsumen, artinya konsumenlah yang pada akhirnya 
menentukan mati atau hidupnya suatu bisnis.17 Adanya persaingan usaha tersebut 
dengan begitu akan memacu agar para pelaku usaha berlomba-lomba memberikan 
kualitas layanan dan produk terbaik untuk menjadi pilihan utama konsumen. 
Beberapa cara promosi  yang saat ini marak dilakukan oleh pelaku usaha e-
commerce diantaranya dengan memberikan fasilitas pengiriman gratis (free 
ongkir), diberikan kupon potongan harga untuk pembelian berikutnya, dan 
menawaran produk dengan harga yang lebih rendah karena potongan harga yang 
cukup besar, serta ditawarkan dalam persediaan terbatas dan untuk waktu yang 
singkat.18 Dalam dunia e-commerce istilah strategi promosi tersebut lebih dikenal 
dengan flash sale. 
Flash sale adalah penawaran diskon dengan keterbatasan waktu yang 
ditawarkan kepada konsumen atau pengguna yang mengakses situs e-
commerce.19 Harga yang ditawarkan dalam flash sale termasuk harga yang sangat 
rendah. Karena kegiatan promosi flash sale ini harga produk yang ditawarkan oleh 
pelaku usaha e-commerce memiliki perbedaan harga yang jauh lebih rendah dari 
harga pasar yang seharusnya. Sejatinya harga jual produk suatu barang akan 
berada diatas harga produksi. Namun adanya promosi flash sale, produk yang 
diperdagangkan akan bernilai sangat rendah daripada biaya produksinya.20 
                                                          
15 Ibid,. hlm 2. 
16 Sukarmi, Peran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era AFTA, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 10 No. 1, 
2010, hlm 2. 
17 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 219. 
18 Deloitte, Future of E-Commerce : Uncovering Innovaton (online), ASSOCHAM INDIA, hlm 
18,  https://www2.deloitte.com (15 Januari 2021)  
19 Australia Unlimited, E-Commerce in Indonesia (A guide for Australian Business), Australian 
Governmen (Austrade), 2018, hlm. 10 
20 Randy Dimas Virgiawan, op.cit. hlm 3. 
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Kebanyakan strategi promosi ini dilakukan oleh para pelaku usaha e-commerce.  
Sebagai seseorang yang menjual produknya dan menawarkan produknya kepada 
konsumen. Pelaku usaha baik yang baru masuk dan bergabung dalam e-
commerce, maupun pelaku usaha yang telah mempunyai pangsa pasar dalam e-
commerce, untuk menjalankan usahanya di perusahaan e-commerce dapat 
menggunakan strategi metode promosi flash sale tersebut dapat menarik 
konsumen terhadap barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Metode 
promosi flash sale dianggap oleh pelaku usaha e-commerce sebagai salah satu 
senjata penunjang ketertarikan konsumen. 
Metode flash sale ini dirasa memanjakan para konsumen setianya untuk 
selalu berselancar di laman platform mereka, baik sekedar keperluan membeli 
suatu produk atau terlebih lagi ikut meramaikan persaingan dengan menjadi 
pelapak.21 Skema flash sale ini dalam bisnis e-commerce lebih dikenal sebagai 
bentuk “bakar uang” yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis.22 Tetapi dalam 
prakteknya pelaku usaha e-commerce menjual produk dengan harga yang tidak 
wajar. Salah satu perusahaan e-commerce besar, yaitu Shopee sebagai fasilitator 
terhadap pelaku usaha untuk melakukan promosi dengan metode flash sale. 
Diantaranya terdapat contoh pelaku usaha yang menggunakan metode promosi 
flash sale dalam produk casing silicone soft case untuk Iphone 11 Pro ditawarkan 
hanya dengan harga Rp 99,00 yang dimana telah didiskon 99% dari harga aslinya, 
yaitu seharga Rp 20.000,00. Begitu juga dengan produk gelas ukur desain 
transparan kapasitas 100 ml ditawarkan hanya dengan harga Rp 99,00 yang telah 
didiskon 99% dari harga aslinya, yaitu seharga Rp 16.712,00,23 dan masih banyak 
lagi berbagai macam barang yang diperdagangkan dipatok dengan harga jauh 
lebih rendah dari harga pasarnya, dengan kata lain pelaku usaha melakukan jual 
rugi terhadap barang yang diperdagangkan untuk kepentingan promosi. 
                                                          
21 Ahmad Muflikh Arfani, op.cit. hlm 3. 




g%20sudah%20ditanam%20di%20awal. (16 Januari 2021) 




Mengingat praktek tersebut mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai UU No. 5 Tahun 1999) 
pada Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa 
dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat 
rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha 
pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”24 
Berdasarkan Pasal 20 tersebut mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang 
menetapkan harga yang sangat rendah dan melakukan jual rugi dengan maksud 
menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya adalah salah satu perbuatan 
yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Dengan kata lain, bahwa seorang 
pelaku usaha tidak boleh melakukan praktik persaingan usaha dengan cara 
menetapkan harga dibawah harga pesaing usaha lainnya, yang berarti praktik ini 
dilakukan atas keinginan pelaku usaha untuk melindungi posisinya dengan cara 
memotong harga dibawah harga normalnya sehingga pelaku usaha tetap dominan 
dalam hal mempertahankan posisinya.25 Sehingga hal ini berkaitan dengan 
pelaksanaan metode promosi flash sale terkait dengan penetapkan harga atas 
suatu produk yang ditawarkan dipatok dengan harga yang sangat rendah, karena 
dilihat dari adanya pemberian diskon mencapai 90% dari harga normalnya, namun 
yang pelaksanaannya hanya dengan waktu yang singkat. Apabila dikaitkan dengan 
praktik predatory pricing yang mengacu pada ketentuan Pasal 20 diatas, 
perbedaan maksud dan tujuan pelaksanaan metode promosi flash sale dan praktik 
predatory pricing berbeda.  
Predatory pricing adalah suatu bentuk penjualan barang atau jasa yang 
memiliki tujuan untuk mematikan usaha pesaingnya.26 Namun dalam praktik 
predatory pricing tetap harus didasarkan pada adanya posisi dominan, yang sama 
halnya dengan penguasaan pasar. Karena semakin besar diversifikasi kegiatan 
                                                          
24 Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat 
25 Yolanda Eka Eriyanti, Keterkaitan Promo Gojek dengan Konsep Predatory Pricing dalam 
Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Skripsi tidak diterbitkan, Jember, Fakultas Hukum 
Universitas Jember, 2019, hlm 3. 
26 KPPU, Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks Edisi Kedua), Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha, Jakarta, 2017, hlm 188. 
9 
 
usaha pelaku usaha pada produk dan pasarnya, maka semakin kuat pula 
keuangannya, sehingga kemampuan untuk melakukan perilaku yang mematikan 
usaha pesaingnya semakin besar.27 Karena pelaku usaha harus mempunyai pangsa 
pasar yang besar agar praktik predatory pricing sukses dijalankan.  
Perbedaan konsep antara metode promosi flash sale dengan praktik 
predatory pricing menjadikan pelaku usaha e-commerce untuk terus 
menggunakan metode promosi flash sale sebagai sarana kegiatan promosi 
meningkatkan strategi penjualannya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan 
ketidakadilan untuk pelaku usaha e-commerce yang baru masuk ke dalam pasar. 
Karena keterbatasan modal yang dimilikinya. Untuk itu Asosiasi E-Commerce 
Indonesia mengatakan bahwa perlu untuk menerbitkan aturan mengenai metode 
promosi flash sale. Hal yang diatur dalam aturan tersebut tetap memperbolehkan 
untuk mengadakan diskon, tetapi tidak memangkas harga yang terlalu rendah dari 
harga normal di pasar yang bersangkutan. Karena akan ditakutkan jika 
menetapkan harga jauh lebih rendah daripada harga normal, maka skema 
persaingan terhadap pelaku usaha e-commerce hanya berlaku antar pemilik modal 
besar. Akan tetapi pelaku usaha yang memiliki modal kecil ditakutkan tidak dapat 
bersaing dan tidak mendapatkan transaksi hingga usahanya mati. Sedangkan 
pemilik modal terkuat sebagai pemenang dalam persaingan usaha akan 
memonopoli pasar dan setelah pesaingnya mati, dan subsidi yang diberikan akan 
dicabut.28 
Mengingat persaingan adu kuat pemilik modal antar pelaku usaha dengan 
ini tidak dapat dihindari dalam persaingan dengan metode promosi flash sale ini. 
Selain itu dalam melaksanakan metode promosi flash sale yang dilakukan oleh 
pelaku usaha, pihak e-commerce telah menerapkan beberapa persyaratan terkait 
dengan pelaksanaan flash sale. Salah satunya e-commerce Shopee yang 
menerapkan beberapa persyaratan untuk pelaku usaha yang hendak melakukan 
promosi flash sale, syarat diantaranya yaitu; penjual yang dapat berpartisipasi 
dalam flash sale adalah penjual yang memiliki nol poin penalti, penjual flash sale 
juga akan sepenuhnya bertanggung jawab atas ketersediaan produk flash sale dan 
                                                          
27 Ibid,. hlm 188. 
28 Intan Rakhmayanti, 2018, Tolak Penjual Curang, Asosiasi E-Commerce Bikin Aturan Main 
Flash Sale (online), https://tekno.sindonews.com/berita/1353116/133/tolak-penjual-curang-
asosiasi-e-commerce-bikin-aturan-main-flash-sale  (17 Januari 2021) 
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jumlah stok yang dipublikasikan dalam daftar produk flash sale, dan keakuratan 
dan/atau keabsahan dari harga dan/atau informasi lainnya terkait dengan produk 
flash sale yang ditampilkan,29 dan pihak e-commerce berhak menyeleksi produk 
yang diikutsertakan dalam flash sale, serta pihak e-commerce berhak 
membatalkan keikutsertaan produk dalam flash sale sewaktu-waktu apabila 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh pihak e-commerce.30 
Pada pelaksanaan flash sale yang dilakukan oleh pelaku usaha e-
commerce, menurut Country Brand Manager Shopee, pihak e-commerce tidak 
melakukan pemungutan biaya apapun dari kegiatan flash sale.31 Pihak e-commerce 
hanya sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk jualnya 
dengan memberikan beberapa fasilitas pilihan metode promosi, yang salah 
satunya adalah flash sale. Untuk itu pada saat pelaksanaan flash sale, pelaku usaha 
secara mandiri menetapkan harga flash sale yang sangat rendah sesuai dengan 
ketentuan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Pihak e-commerce hanya 
bertugas untuk mengawasi terkait dengan kategori produk yang akan dijual oleh 
pelaku usaha, agar tidak terjadi pelanggaran produk yang ditampilkan terhadap 
syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak e-commerce.  
Sehingga bagi pelaku usaha baru yang belum memiliki modal besar dan 
baru masuk pada pasar, hal ini akan menyulitkan pelaku usaha untuk bersaing 
dalam pasar. Karena kegiatan metode promosi flash sale ini dilakukan dengan 
memberikan diskon yang sangat besar dan/atau menerapkan harga rendah yang 
jauh berbeda dari harga normalnya, yang ditakutkan akan merugikan pelaku usaha 
lain dikarenakan akan kalah dalam kekuatan modal untuk bersaing dalam kegiatan 
promosi flash sale. Mengingat penetapan harga dalam produk flash sale dilakukan 
secara mandiri oleh pelaku usaha, dan pihak e-commerce tidak mengganti biaya 
kerugian apapun dari kegiatan flash sale tersebut.  
Untuk itu jika dalam prakteknya tidak ada ketentuan yang mengatur 
mengenai praktek promosi flash sale, maka dikhawatirkan bagi pelaku usaha e-
                                                          
29 Shopee, 2020, Persyaratan Layanan Flash Sale (online), https://shopee.co.id/docs/6621  (04 
Mei 2021) 
30 Shopee, Flash Sale Shopee, Pusat Edukasi Penjual, hlm 4. 
31 Khairunnisa, 2018, Flash Sale Smartphone, E-Commerce Dapat Apa? (online), 
https://selular.id/2018/06/flash-sale-smartphone-e-commerce-dapat-apa/ (04 Mei 2021)  
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commerce baru akan kesulitan masuk dalam kegiatan persaingan di pasar yang 
sama karena adanya hambatan (barier entry)32, dan untuk pelaku usaha e-
commerce yang memiliki modal kecil akan sulit untuk bersaing dalam menerapkan 
promosi flash sale atau melakukan jual rugi karena keterbatasan modal yang 
dimiliki. Hal ini tentu saja tidak diinginkan dalam kegiatan persaingan usaha antar 
pelaku usaha, karena tidak ingin terjadinya praktek monopoli dan persaingan 
usaha yang tidak sehat dalam bisnis e-commerce. 
Sehingga diperlukannya aturan hukum yang lebih mendalam mengenai 
kegiatan persaingan dalam bisnis di bidang e-commerce, khususnya pada kegiatan 
promosi dengan metode pemberian diskon dan/atau flash sale agar tidak terjadi 
praktek monopoli dagang dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh 
pelaku usaha e-commerce yang memiliki modal besar. Walaupun saat ini sudah 
terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai aturan penerapan harga yang 
sangat rendah, tetapi aturan tersebut belum mengatur secara komprehensif 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan promosi flash sale yang 
dilakukan oleh pelaku usaha e-commerce. Untuk itu inilah yang menjadikan latar 
belakang Penulis untuk mengangkat penelitian ini agar dapat mengkaji lebih dalam 
mengenai analisa yuridis metode promosi flash sale ditinjau dari Pasal 20 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 
B. Orisinalitas Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang penulis teliti, sebelum penelitian ini terdapat 
penelitian terdahulu yang penulis ketahui dan penulis jadikan acuan, yang juga 
terdapat pembeda didalamnya, yaitu: 
Tabel 1.2 
Tabel Orisinalitas Penelitian 
No. 
Nama Peneliti dan 
asal instansi 
Judul dan Tahun 
Penelitian 
Rumusan Masalah 
                                                          
32 Dwamy Trezaryo Junansyah, Praktik Promosi Flash Sale Pelaku Usaha E-Commerce 
Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Skripsi tidak diterbitkan, Bandung, Fakultas 
Hukum Universitas Padjajaran, 2019, hlm 7. 
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Sumber : Kreasi Penulis, diolah, 2021. 
Terdapat perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian yang terdahulu 
dengan penelitian yang ditulis oleh Peneliti, yaitu dalam hal fokus penelitian. Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Eka Eriyanti, berfokus pada kegiatan 
promosi Gojek dengan menganalisa kegiatan promosi tersebut tidak berentangan 
dengan konsep jual rugi (predatory pricing), dan juga berfokus membahas akibat 
hukum predatory pricing dalam perspektif hukum persaingan usaha. Sedangkan 
14 
 
dalam penelitian Penulis, Penulis berusaha menjelaskan dan menganalisa 
mengenai metode promosi flash sale dalam perspektif persaingan usaha, serta 
berusaha menjelaskan mengenai akibat hukum terkait dengan metode promosi 
flash sale terhadap persaingan usaha. Kemudian, dalam penelitian milik Dwamy 
Trezaryo Junansyah, berfokus pada bahasan mengenai promosi flash sale yang 
dilakukan oleh pelaku usaha e-commerce ditinjau berdasarkan UU No. 5 Tahun 
1999, dan juga membahas mengenai penegakan hukum persaingan usaha 
terhadap praktik promosi flash sale oleh pelaku usaha e-commerce. Sedangkan 
dalam penelitian Penulis, Penulis hanya berfokus pada analisa terkait dengan 
konsep predatory pricing dalam persaingan usaha pada pelaksanaan metode 
promosi flash sale, serta menjelaskan akibat hukum dari pelaksanaan metode 
promosi flash sale terhadap persaingan usaha. Kemudian, dalam penelitian milik 
Randy Dimas Virgiawan, berfokus pada dampak penerapan flash sale terhadap 
konsumen dan pelaku usaha, serta membahas mengenai penerapan peraturan 
perundang-undangan terhadap flash sale di Indonesia. Sedangkan dalam 
penelitian Penulis, Penulis menganalisis mengenai kaitan antara metode promosi 
flash sale dengan predatory pricing, dan menjelaskan mengenai akibat hukum 
promosi flash sale terhadap persaingan usaha. Kekhususan pembahasan mengenai 
analisis yuridis metode promosi flash sale yang ditinjau berdasarkan Pasal 20 UU 
No.5 Tahun 1999, dengan pembahasan mendalam mengenai kaitan metode 
promosi flash sale yang berkaitan dengan praktek predatory pricing dalam 
perspektif persaingan usaha, serta mengenai akibat hukum promosi flash sale 
dalam hukum persaingan usaha menunjukkan keaslian dari penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti, sehingga hal tersebut menjadi faktor pembeda dari 
penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan itikad baik dan 
dengan tidak melakukan plagiasi ataupun kejahatan akademik lainnya. Namun 
apabila dikemudian hari ditemukan penelitian lain diluar pengetahuan dan 
kehendak Peneliti, dan penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang Penulis 
tulis, maka hal tersebut diharapkan dapat saling melengkapi antara penelitian ini 
dengan penelitian lainnya yang serupa.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah 
sebagai berikut : 
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1. Apakah metode promosi flash sale dapat dikategorikan sebagai bentuk 
predatory pricing dalam perspektif persaingan usaha? 
2. Bagaimana akibat hukum dari metode promosi flash sale terhadap 
persaingan usaha? 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diangkat tujuan 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode promosi flash sale 
dapat dikategorikan sebagai bentuk predatory pricing dalam perspektif 
persaingan usaha. 
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akibat hukum dari metode 
promosi flash sale terhadap persaingan usaha. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
a. Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dibidang Hukum 
Ekonomi dan Bisnis, memperluas pengetahuan, serta menambah 
referensi khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan 
hukum mengenai metode promosi flash sale bagi pelaku usaha e-
commerce sebagai bentuk kewaspadaan terjadinya predatory pricing.  
2. Secara Praktis 
a. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Dapat dijadikan sebagai acuan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
dalam melakukan pengawasan, dan mengambil kebijakan mengenai 
kegiatan promosi dengan metode flash sale bagi pelaku usaha e-
commerce sebagai bentuk kewaspadaan terjadinya predatory pricing. 
b. Bagi Perusahaan E-Commerce 
Dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan e-commerce dalam 
membuat syarat & ketentuan aturan mengenai pelaksanaan kegiatan 
promosi dengan metode flash sale bagi pelaku usaha e-commerce sebagai 
bentuk kewaspadaan terjadinya predatory pricing. 
c. Pelaku Usaha E-Commerce 
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Dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku usaha untuk menentukan 
kegiatan promosi terhadap usahanya agar tidak melanggar ketentuan 
hukum persaingan usaha.  
d. Bagi Masyarakat 
Dapat menjadi bahan referensi serta menambah wawasan, untuk 
meningkatkan pemahaman terkait dengan pengaturan hukum mengenai 
metode promosi flash sale bagi pelaku usaha e-commerce sebagai bentuk 
kewaspadaan terjadinya predatory pricing. 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 
dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu 
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau 
norma-norma dalam hukum positif.33 Di dalam konsep penelitian ini, suatu 
hukum dianggap berasal dari peraturan maupun norma-norma hukum 
yang dibuat serta diundangkan oleh pejabat yang memiliki wewenang. 
Jadi didalam konsepsi penelitian yuridis normatif ini suatu hukum tidak 
dianggap berasal dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan 
yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada 
penelusuran bahan hukum yang berasal dari berbagai macam bahan 
pustaka. 
Pendekatan yuridis normatif juga dapat dimaknai sebagai penelitian 
hukum yang dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 
penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.34 Selain itu, di dalam 
penelitian yuridis normatif, penulis juga dapat melakukan kegiatan 
menelaah konsep hukum, asas hukum maupun teori-teori hukum yang 
terkait dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian. Di dalam 
penelitian terkait analisis yuridis metode promosi flash sale ditinjau dari 
                                                          
33 Johnny Ibrahim , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 
Malang, 2006, hlm 295. 
34 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14. 
17 
 
Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, penelitian yuridis normatif tersebut 
digunakan agar penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu: 
a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Pendekatan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan 
pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada 
permasalahan yang sedang diteliti. Pada penggunaan pendekatan ini, 
penulis membutuhkan keseluruhan peraturan perundang-undangan 
yang memiliki relasi dengan topik yang ada di dalam penelitian. 
Hingga dapat dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari hal-
hal yang berkaitan dengan penormaan suatu peraturan perundang-
undangan, baik menyangkut penormaan yang masih terdapat 
kekurangannya maupun penormaan suatu peraturan perundang-
undangan yang justru menyebabkan tumbuh suburnya penyimpangan 
baik di dalam tatanan teknis maupun di dalam pelaksanaan ketentuan 
suatu peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan. 
b) Pendekatan Analitis (Analytical Approach). 
Pendekatan analitis merupakan salah satu jenis pendekatan yang 
dilakukan dalam penelitian normatif dengan cara menganalisis 
berbagai macam bahan hukum. Kegiatan menganalis tersebut 
dilakukan dengan tujuan agar supaya penulis dapat mengetahui 
makna konsepsial dari berbagai istilah-istilah yang terdapat dan/atau 
digunakan di dalam ketentuan suatu peraturan perundang-undangan. 
Selain itu dengan dipergunakannya pendekatan analitis di dalam suatu 
penelitian hukum, penulis dapat mengetahui implemetasi dan/atau 
penerapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut 
maupun produk hukum berupa putusan-putusan hukum yang 
berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga 
penulis dapat melakukan pendekatan terkait dengan peraturan 
perundang-undangan yang relevansi dengan analisis yuridis metode 
promosi flash sale ditinjau dari Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. 
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Selanjutnya, penulis akan melakukan kegiatan pemaknaan terhadap 
istilah-istilah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan 
tersebut sehingga nantinya akan didapatkan informasi dan/atau 
pengetahuan secara teoritis yang terkait dengan permasalahan yang 
sedang diteliti. 
c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
a) Jenis Bahan Hukum 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat 
mengikat dan terdiri dari norma-norma yang juga merupakan 
kaidah dasar, peraturan dasar, serta peraturan perundang-
undangan. Bahan hukum primer bersifat otoriatif artinya 
mempunyai otoritas yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan 
yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk hal 
tersebut.35 Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang 
digunakan terdiri dari : 
a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia  
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan 
e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik 
f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan 
                                                          
35 Ibid,. hlm 139. 
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penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan 
undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum 
serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum 
serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang 
hendak diteliti.36 Dalam penelitian ini, untuk bahan hukum 
sekunder menggunakan bahan hukum yang terdiri dari : 
a. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku 
b. Bahan-bahan yang diperoleh dari jurnal ilmiah 
c. Bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian 
d. Bahan-bahan yang diperoleh dari berita internet 
b) Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum dapat diartikan sebagai tempat dimana 
bahan hukum tersebut dalam penelitian ini diperoleh. Didalam 
penelitian ini sumber bahan hukum yang diperoleh melalui :  
a. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum atau PDIH Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya. 
b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. 
c. Website jurnal-jurnal digital. 
d. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
 Di dalam penelitian ini, penelusuran bahan hukum dilakukan 
dengan teknik studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan 
sendiri merupakan suatu proses di dalam penelusuran bahan hukum 
dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berada di 
dalam ruang kepustakaan. Bahan hukum tersebut dapat berupa buku-
buku, naskah, arsip, dokumentasi maupun koran yang memiliki relasi 
dengan permasalahan yang sedang diteliti di dalam penelitian. 
Selanjutnya bahan hukum yang telah dikumpulkan di dalam proses 
studi kepustakaan ini akan melalui proses pengolahan serta 
penganalisisan, sehingga nantinya penulis dapat mendapatkan 
informasi dan/atau pengetahuan terkait bahan hukum secara teoritis. 
Jadi di dalam penelitian terkait analisis yuridis metode promosi flash 
sale ditinjau dari Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, penulis akan 
                                                          
36 Ibid,. hlm 155. 
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melakukan pengumpulan keseluruhan bahan hukum yang terkait 
dengan penelitian tersebut. 
e. Teknik Analisis Bahan Hukum 
 Dalam penelitian ini, analisa bahan hukum dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisa bahan hukum deduktif. Metode deduktif 
adalah suatu cara mengungkapkan suatu kebenaran dengan mengukur 
kesesuaian suatu spesies dengan genusnya.37 Teknik analisis bahan 
hukum deduktif berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu 
permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara 
khusus. Teknik ini juga sebagai acuan dan pertimbangan hukum untuk 
menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang 
bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan mengenai fakta hukum 
secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang telah 
diperoleh.38  
f. Definisi Konseptual 
a. Flash Sale 
Merupakan strategi pemasaran dengan menggunakan diskon, batas 
waktu, dan juga stok yang terbatas sebagai taktik untuk membuat 
konsumen tertarik.39  
b. E-Commerce 
Kegiatan-kegiatan yang menyangkut konsumen, manufaktur, 
service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan 
jaringan-jaringan komputer, yaitu internet.40 
c. Predatory Pricing 
Perbuatan jual rugi dengan menetapkan harga yang sangat rendah, 
bermaksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing 
                                                          
37 Sugeng Istanto, Politik Hukum, Diktat Mata Kuliah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanpa 
tahun, hlm. 36 
38 Yolanda Eka Eriyanti, op.cit. hlm. 7-8 
38 Dayu Padmara Regganis, Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan 
Pemberlakukan Persetujuan Acfta, PT Alumni, Bandung, 2013, 
39 Priyanka S, Lisa M.K, dll., Flash Sale Strategy : A Sustaining Technique of Chinese 
Smartphones In The Indian Market, International Journal of Scientific Research and Review, 
Vol.8 Issue I, Department of Commerce University Bangalore, 2019, hlm 281. 
40 Basri Effendi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-
Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Syiah 
Kuala, 2020, hlm 24. 
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lainnya di dalam pasar bersangkutan.41 
G. Sistematika Penulisan 
Skripsi ini akan ditulis dalam 4 BAB sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada Bab ini Penulis akan memulai dengan gambaran awal mengenai 
penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 
tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, 
dan metode penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada Bab ini berisikan uraian mengenai segi-segi teoritis dari permasalahan 
yang diteliti oleh Penulis, yaitu tinjauan umum mengenai pelaku usaha e-
commerce, tinjauan umum mengenai predatory pricing, dan tinjauan 
umum mengenai flash sale. 
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian, yang diklasifikasikan 
sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian hasil dari penelitian 
tersebut diuraikan dalam beberapa sub bab sesuai dengan hasil yang telah 
diperoleh. 
BAB IV : PENUTUP 
Pada Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 
diperoleh, dan saran mengenai permasalahan yang diteliti. 
  
                                                          
41 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 
20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 





A. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha E-Commerce 
1. Pengertian Pelaku Usaha 
Pelaku usaha atau produsen merupakan seorang pengusaha yang 
menghasilkan suatu produk barang dan jasa. Pelaku usaha yang dimaksud ialah 
yang di dalamnya sudah termasuk pembuat, grosir, leveransir dan pengecer 
profesional, yang dalam arti lain adalah setiap orang maupun badan yang ikut serta 
dalam penyediaan barang dan/atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen.42 
Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut pertanggung jawab 
dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat.43 Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK) 
mendefinisikan mengenai pengertian pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 1 
angka 3, yang berbunyi:  
“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggaraan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”44 
Dari pengertian diatas, yang termasuk pelaku usaha juga merupakan 
perusahaan dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi 
dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importer, pedagang eceran, 
distributor dan lain sebagainya. Maka dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha 
yang berada di Indonesia harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan 
umum.45 
2. Hak Pelaku Usaha 
Adapun beberapa hak pelaku usaha yang dapat dipenuhi sebagaimana yang 
telah disebutkan dalam Pasal 6 UU PK, yaitu:  
                                                          
42 Janus Sidobalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 2006, 
hlm 13. 
43 Ibid,. hlm 71. 
44 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
45 Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat 
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a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.46 
Hak – hak inilah bagi pelaku usaha dapat menjadi faktor yang membebaskan 
tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen, 
meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:47 
a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan 
b. Cacat timbul dikemudian hari 
c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen 
d. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. 
3. Kewajiban Pelaku Usaha 
Selain adanya hak pelaku usaha yang dapat dipenuhi, pelaku usaha juga 
memiliki beberapa kewajiban yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 UU 
PK, antara lain: 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
                                                          
46 Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 




d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian.48 
Ketentuan kewajiban tersebut bagi pelaku usaha wajib dilaksanakan 
berdasarkan itikad baik. Yang mana dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) telah menyebutkan 
bahwa: 
“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 
Itikad baik yang dimaksud adalah kejujuran.49 Seperti halnya dalam 
pelaksanaan perjanjian jual beli, sebagaimana suatu perjanjian jual beli sebagai 
penjual atau pelaku usaha harus berkewajiban untuk jujur terhadap kondisi 
barang, kualitas barang yang akan diperjual belikan kepada pembeli. 
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Beberapa hal mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen 
merasa dirugikan yang disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha, UU PK mengatur 
antara lain: 
a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.50 
                                                          
48 Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
49 Aditya Fadli Turangan, Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 
KUHPerdata, Lex Privatum, Vol.7 No. 1, 2019, hlm 47. 
50 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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b. Tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santuan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.51 
c. Pelaku usaha bertanggung jawab pula terhadap iklan yang diproduksi dan 
segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.52 
5. Larangan Pelaku Usaha 
Adanya UU PK sebagai landasan hukum untuk melindungi kepentingan 
konsumen yang juga berperan sebagai fasilitator bagi konsumen agar memiliki 
kedudukan yang sama dengan pelaku usaha. Adanya larangan bagi pelaku usaha 
ini memiliki tujuan agar setiap barang/jasa yang beredar di masyarakat merupakan 
produk yang layak edar, mulai dari sumber atau asal-usulnya, kualitas sesuai 
dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.53 
UU PK mengatur mengenai larangan pelaku usaha yaitu diantaranya: 
a. Larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 
yang tidak sesuai standar (Standar Nasional Indonesia atau SNI) dan/atau 
menyampaikan informasi yang tidak sesuai kondisi barang dan/atau jasa. 
Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak ada pernyataan halal, tidak 
memsang label (merek), dan tidak ada petunjuk penggunaan barang 
dan/atau jasa dalam bahasa Indonesia (Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) sampai 
Huruf (j)). 
b. Larangan mempromosikan atau mengiklankan barang dan/atau jasa disertai 
janji yang tidak benar atau iming-iming suatu hal yang belum pasti, dan/atau 
pelaku usaha berniat hanya memenuhi sebagian dan/atau tidak sama sekali 
hal yang perjanjikan (Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, dan 16 sampai 
dengan Pasal 17) 
c. Larangan menawarkan produk dengan memaksa konsumen yang berakibat 
pada gangguan fisik maupun psikis (Pasal 15).54 
                                                          
51 Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
52 Pasal 20 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
53 Husni Syawali dan Neni Sri, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, 
hlm 18. 
54 Randy Dimas Virgiawan, op.cit. hlm 28. 
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6. Sanksi Bagi Pelaku Usaha 
Sanksi bagi pelaku usaha dalam ketentuan UU PK, terdapat sanksi 
administratif dan sanksi pidana. Dimana sanksi akan diberikan pada pelaku usaha 
apabila pelaku usaha melanggar ketentuan terkait. Sanksi administratif memuat 
hal-hal diantaranya : 
a. Badan penyelesaian sengketa konsumen memiliki wewenang untuk 
menjatuhkan sanksi administrarif pada pelaku usaha yang melanggar 
Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26; 
b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).55 
Mengenai sanksi pidana juga memuat hal-hal diantaranya: 
a. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau 
pengurusnya. 
b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
c. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 
ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 
d. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, 
cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang 
berlaku.56 
Sanksi pidana bagi pelaku usaha juga dapat dijatuhakn hukuman tambahan, 
berupa :57 
                                                          
55 Pasal 60 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
56 Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
57 Pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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a. Perampasan barang tertentu; 
b. Pengumuman keputusan hakim; 
c. Pembayaran ganti rugi; 
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
kerugian konsumen; 
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 
f. Pencabutan izin usaha. 
Pada dasarnya konsep perdagangan oleh pelaku usaha dilakukan secara 
konvensional, dimana pembeli dan penjual bertemu secara langsung dalam satu 
tempat dan satu waktu. Namun dalam perkembangan jaman, pelaku usaha juga 
mengembangkan bisnis dan usahanya melalui perdagangan media elektronik dan 
internet. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui media 
elektronik pun juga mendapat pengawasan seperti halnya dengan pelaku usaha 
konvensional. Pelaku usaha dengan menggunakan sistem elektronik dikenal 
melalui Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(selanjutnya disebut UU Pedagangan) yang menyebutkan: 
“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau jasa 
dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau 
informasi secara lengkap dan benar.”58 
Sehingga istilah pelaku usaha e-commerce menjadi istilah umum di 
masyarakat. E-Commerce atau Electronic Commerce merupakan satu bentuk bisnis 
modern yang bersifat non-face dan non-sign (tanpa adanya tatap muka secara 
langsung oleh penjual dan pembeli). Kegiatan e-commerce tersebut memiliki 
beberapa ciri khusus, antara lain yaitu transaksi yang bersifat paperless (tanpa 
dokumen tertulis), borderless (tanpa batas geografis).59 Beberapa ciri khusus 
tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi e-commerce merupakan transaksi 
bisnis yang lebih praktis dilakukan pada jaman perkembangan teknologi saat ini. 
Sehingga e-commerce bisa menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang 
teknologi.60 
                                                          
58 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
59 Randy Dimas Virgiawan, op.cit. hlm 29. 
60 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman 
dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia), Nusa Media, Bandung, 
2017, hlm 25. 
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Transaksi pada e-commerce juga melibatkan para pihak didalamnya, yaitu 
pelaku usaha dan konsumen. Dimana para pihak tersebut melakukan hubungan 
hukum ke dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik,61 
berdasarkan Pasal 1 butir 17 UU ITE yang menyebutkan bahwa: 
“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem 
Elektronik.” 
Unsur-unsur dalam transaksi pada e-commerce diantaranya sebagai 
berikut:62 
1. Adanya kontrak dagang 
2. Kontrak dagang dilaksanakan melalui media elektronik 
3. Kontrak dagang terjadi dalam jaringan publik 
4. Para pihak tidak bertemu secara langsung 
5. Sistem yang digunakan bersifat terbuka, yaitu melalui internet 
6. Terlepas dari batas wilayah regional. 
Transaksi pada e-commerce pada umumnya sama seperti halnya dengan 
transaksi jual-beli secara konvensional. Pada kegiatan jual-beli pada umumnya 
para pihak juga menerapkan asas konsensualisme, yang berarti dalam kegiatan 
tersebut telah ada kesepakatan dari para pihak. Sebelum terjadinya kesepakatan 
diantara para pihak, sama halnya dengan kegiatan jual-beli secara konvensional 
bahwa adanya penawaran antara penjual dan pembeli. Proses penawarannya pun 
sama. Perbedaannya hanya pada media yang digunakan. Jika transaksi e-
commerce dilakukan melalui media internet antara 2 (dua) pihak, yaitu pelaku 
usaha e-commerce dengan konsumen atau pengguna situs e-commerce dalam 
bertransaksi, transaksi konvensional dilakukan di pasar sebagai tempat terjadinya 
transaksi tersebut.63 
Sebelum terjadinya proses transaksi pada e-commerce, para pihak harus 
menyepakati sistem elektronik yang digunakan oleh para pihak untuk bertransaksi. 
Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU ITE menyebutkan bahwa: 
                                                          
61 Randy Dimas Virgiawan, op.cit. 30. 
62 Ibid,. hlm 30. 
63 Ibid,. hlm 31. 
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“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem 
elektronik yang disepakati.” 
Pengecualian ditentukan lain oleh para pihak diatur berdasarkan Pasal 20 
ayat (1) UU ITE bahwa : 
“Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada 
saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui 
penerima.” 
Dan persetujuan penawaran tersebut dilakukan dengan pernyataan 
penerimaan secara elektronik.64 Jika telah mencapai kesepakatan atas penawaran 
yang diterima, tahap berikutnya penyelesaian transaksi, yaitu tahap pembayaran. 
Pembayaran tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun dengan transfer sesuai 
dengan persetujuan dalam sistem pembayaran. Pembayaran transfer dilakukan 
secara transfer atau mengirimkan uang melalui fasilitas perbankan, kredit,65 
ataupun melalui perantara pihak ketiga yang pada saat ini juga berkembangnya 
dompet digital yang terhubung langsung dengan fasilitas yang diberikan oleh 
penyedia situs jual beli online. Apabila seluruh proses pembayaran selesai, maka 
barang/produk akan dikirimkan kepada konsumen dengan menggunakan jasa 
pengiriman (ekspedisi). Biaya pengiriman tersebut dapat ditanggung oleh pelaku 
usaha (penjual) atau ditanggung oleh pembeli berdasarkan kesepakatan para 
pihak. 
B. Tinjauan Umum Mengenai Flash Sale 
1. Pengertian Flash Sale 
Semakin dengan berkembangnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia, e-
commerce kini menjadi solusi bagi konsumen untuk melakukan jual-beli ataupun 
transaksi online dikarenakan efisien. Daya tarik e-commerce di Indonesia bagi dunia 
bisnis memang sangat banyak keunggulannya, baik dari segi efisien dan layanan 
efektif.66 Selain itu banyak juga beberapa produk/barang yang diperjual belikan 
harganya lebih terjangkau karena adanya layanan promo atau diskon yang 
difasilitasi oleh pihak e-commerce. Untuk itu kebanyakan dari pelaku usaha e-
commerce melakukan berbagai strategi pemasaran dan penjualan untuk menarik 
                                                          
64 Pasal 20 ayat (2) UU ITE 
65 Ibid,. hlm 32. 
66 Didi Achjari, Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce, Jurnal Ekonomi dan Bisnis 
Indonesia, Vol. 15 No. 3, 2000, hlm 388. 
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perhatian konsumen. Salah satunya dengan turut serta dalam meningkatkan 
keberagaman kegiatan promosi. Awal mula suatu produk menarik perhatian 
konsumen adalah dengan memberikan perkenalan awal terkait suatu produk 
tersebut yang menarik. Untuk itu upaya untuk mengenalkan suatu produk pada 
konsumen merupakan awal dari kegiatan promosi.67 
Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pasaran, yang berarti 
aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 
mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 
dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.68 Ada pula yang mengartikan promosi 
adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi “konsumen 
aktual” maupun “konsumen potensial” agar para konsumen mau melakukan 
pembelian terhadap produk yang ditawarkan, saat ini ataupun dimasa 
mendatang.69 Serta bentuk kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi 
konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh 
perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membali 
produk tersebut juga merupakan kegiatan promosi.70 
Adapun alat-alat bauran promosi dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu : 
a. Periklanan (Advertising) 
Periklanan adalah komunikasi non individu, dengan sejumlah biaya, 
melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non 
laba, serta individu-individu. Periklanan ini bersifat menjangkau 
masyarakat luas, secara langsung dengan audien atau konsumen. 
b. Promosi penjualan (Sales Promotion) 
Promosi penjualan adalah merupakan kegiatan perusahaan untuk 
menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen 
akan mudah melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan 
                                                          
67 Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 37 
68 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi Ketiga Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 
2001, hlm 219. 
69 Sistaningrum, Manajemen Promosi Pemasaran, PT Index, Jakarta, 2002, hlm 98. 
70 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran Edisi Kedua Cetakan Keenam, BPFE, 
Yogyakarta, 2000, hlm 237. 
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pengaturan tertentu maka produk tersebut akan menarik perhatian 
konsumen. 
c. Publikasi (Publication) 
Publikasi merupakan sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau 
organisasi yang disebar luaskan ke masyarakat melalui media tanpa 
dipungut biaya, atau tanpa pengawasan dari pihak sponsor. Sehingga 
mampu membentuk opini masyarakat secara cepat, dan konsumen 
menyenangi produk tersebut. 
d. Penjualan personal (Personal Selling) 
Penjualan personal adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka 
yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau 
mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan 
dengan pihak lain.71  
Dari banyaknya bentuk kegiatan promosi diatas, pada era maraknya e-
commerce bermunculan saat ini beberapa metode promosi yang banyak digunakan 
oleh pelaku usaha e-commerce diantaranya yaitu menerapkan program gratis 
ongkir, menyediakan voucher untuk potongan pada pembelian selanjutnya, dan 
flash sale. Flash sale merupakan penjualan dengan sistem yang menawarkan 
harga rendah/diskon pada barang/produk tertentu tetapi hanya valid dalam jangka 
waktu tertentu. Sehingga flash sale dapat dikatakan sebagai “daily deal” , yaitu 
bentuk penawaran khusus atau penawaran dengan periode terbatas yang pada 
umumnya hanya dilakukan dalam waktu 24 jam saja pada produk tertentu.72 
2. Penerapan Flash Sale dalam E-Commerce di Indonesia 
Awal mula dikenalnya flash sale di Indonesia ialah pada saat perayaan 
Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) di Indonesia, yang pertama kali di tahun 
2012. Beberapa perusahaan e-commerce yang tergabung dalam IdeA turut serta 
meramaikan.73 Antara lain Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Kemudian 
tahun ke tahun berkembangnya penerapan flash sale yang tidak hanya dilakukan 
                                                          
71 Basu Swastha dan Irawan, op.cit. hlm 245-248. 
72 Diska Vannisa, Aldo Fansuri, dan Irdan M A., The Effect of Flash Sale Program On Shopping 
Enjoyment and Impulse Buying On Flash Sale On C2C E-Commerce, International Journal of 
Scientific & Technology Research, Vol. 9 Issue 04, 2020, hlm 1. 
73 Carla Padmasari, 2019, Asal-Usul Flash Sale dan Harbolnas, Ada yang Tahu? (online), 




setahun sekali, ada juga yang menerapkan setiap bulan sekali ditanggal cantik, 
seperti tanggal 11 November menjadi flash sale 11.11, dan ada juga yang 
menerapkan setiap hari di jam-jam tertentu, seperti pukul 00.00, 12.00, 13.00 dan 
lain-lain. 
Flash sale dalam e-commerce di Indonesia menerapkan konsep promosi 
produk kepada konsumen dengan cara diskon besar-besaran dalam waktu yang 
sangat terbatas. Lain halnya dengan penawaran terbatas, batas waktu flash sale 
sangat ketat. Karena terkadang hanya dilakukan dalam beberapa jam saja.74 Hal 
inilah yang membuat konsumen tertarik dan tergerak untuk membeli produk 
tersebut dan tidak ingin kehilangan kesempatan langka itu, karena beberapa harga 
barang mendapatkan diskon yang cukup besar. Selain itu diskon yang diberikan 
juga bisa lebih dari 50%, bahkan mencapai 99%. 
C. Tinjauan Umum Mengenai Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) 
1. Definisi  dan Unsur- Unsur Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) 
Pada tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999, yang mana bertujuan 
untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif baik pelaku usaha besar, pelaku 
usaha menengah, hingga pelaku usaha kecil. Untuk itu diaturnya mengenai 
kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha karena dapat menimbulkan akibat 
pada persaingan usaha yang tidak sehat. UU No. 5 Tahun 1999 didalamnya 
memuat ruang lingkup sebagai berikut75: 
1. Perjanjian yang dilarang; 
2. Kegiatan yang dilarang; 
3. Penyalahgunaan posisi dominan; 
4. Komisi pengawas persaingan usaha; 
5. Tata cara penanganan perkara; 
6. Sanksi-sanksi; 
7. Perkecualian-perkecualian. 
                                                          
74 Bayu D. Wicaksono, 2020, Flash Sale : Permainan Psikologis Bikin Kamu Kalap Belanja 
(online), https://www.idntimes.com/science/experiment/bayu/permainan-psikologis-belanja-flash-
sale/2  (2 Februari 2021) 
75 Adiwidya Imam Rahayu, Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) dalam Industri 
Telekomunikasi di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Skripsi tidak diterbitkan, 
Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 20. 
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UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai beberapa kegiatan yang dilarang 
dalam persaingan usaha, antara lain adalah:76 
1. Monopoli; 
2. Monopsoni; 
3. Penguasaan pasar; 
4. Persekongkolan. 
Kegiatan yang dilarang dalam hal kegiatan penguasaan pasar salah satunya 
ialah praktek jual rugi atau predatory pricing yang sebagaimana diatur dalam Pasal 
20 UU No. 5 Tahun 1999. Praktek jual rugi adalah pelaku usaha melakukan 
pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan atau menetapkan harga 
yang sangat rendah yang bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku 
usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan sehingga akan menimbulkan 
terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.77  
Praktek jual rugi diatur dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 yang 
berbunyi: 
“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa 
dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat 
rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha 
pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” 
Praktek jual rugi sering kali dilakukan oleh pelaku usaha untuk 
mempertahankan posisinya, berusaha mengungguli pelaku usaha pesaing, dan 
atau membuat suatu hambatan bagi pelaku usaha yang baru akan masuk ke dalam 
pasar.78 Hal tersebut dapat memberikan arti bahwa predatory pricing dilakukan 
oleh perusahaan dominan dengan menetapkan harga sangat rendah dalam jangka 
waktu tertentu yang cukup membuat pesaingnya meninggalkan pasar dan 
membuat pelaku usaha baru kesulitan untuk memasuki pasar karena adanya 
hambatan.79 
                                                          
76 Ibid,. 
77 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi 
(Predatory Pricing), KPPU, Jakarta, 2009, hlm 9. 
78 Dwamy Trezaryo Junansyah, op.cit. hlm 36-37. 
79 Ibid,. hlm 37. 
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Kegiatan jual rugi ini dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk 
mematikan para pesaing pasarnya. Menurut teori ekonomi bahwa jual rugi adalah 
suatu kondisi dimana pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau 
jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata (Averange Total Cost).80 
Karena apabila pelaku usaha menetapkan harga dibawah rata-rata, maka pelaku 
usaha akan sulit mendapatkan keuntungan. Sedangkan pelaku usaha hanya akan 
memperoleh keuntungan apabila pelaku usaha tersebut menetapkan harga jual 
barang dan atau jasa yang diproduksinya diatas biaya total rata-rata, atau hanya 
sekedar menutup biaya (pulang pokok – break even) bila menetapkan harga yang 
sama persis dengan biaya total rata-rata.81 
Melalui Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai rumusan praktek 
predatory pricing dapat diuraikan ke dalam beberapa unsur, yaitu: 
a. Unsur pelaku usaha 
b. Unsur pemasokan 
c. Unsur barang 
d. Unsur jasa 
e. Unsur jual rugi 
f. Unsur harga yang sangat rendah 
g. Dengan maksud 
h. Unsur menyingkirkan atau mematikan 
i. Unsur usaha pesaing 
j. Unsur pasar 
k. Unsur pasar bersangkutan 
l. Unsur praktek monopoli 
m. Unsur persaingan usaha tidak sehat.82 
Dari beberapa unsur diatas, maka praktek jual rugi pada dasarnya harus 
dipahami pelaksanaannya. Karena strategi jual rugi yang dilakukan pelaku usaha 
belum tentu selalu dengan maksud menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha 
pesaingnya. Sehingga praktek jual rugi tersebut harus dilakukan penelitian, dan 
                                                          
80 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, op.cit. hlm 12. 
81 Ibid,. 
82 Ibid,. hlm 10-11. 
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dikaji secara cermat mengenai tujuan pelaku usaha yang melakukan praktek jual 
rugi dalam kegiatan persaingan usahanya.  
2. Maksud  dan Tujuan Penerapan Jual Rugi (Predatory Pricing) 
Jika dilihat dalam prakteknya strategi jual rugi belum tentu dimaksudkan 
untuk selalu mematikan pelaku usaha pesaing. Namun umumnya praktek jual rugi 
yang dimaksudkan memiliki 5 (lima) tujuan utama, diantaranya: 
1. Mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama; 
2. Membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai 
entry barrier; 
3. Memperoleh keuntungan besar di masa mendatang; 
4. Mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu, atau 
5. Merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru 
sebagai alat strategi pemasaran.83 
Tujuan pelaku usaha ialah yang menentukan dalam berperilaku pada 
kegiatan persaingan usaha. Praktek jual rugi ini merupakan perilaku yang dilarang 
menurut Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 karena dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga apabila pelaku 
usaha yang melakukan praktek jual rugi yang dimaksud, maka 3 (tiga) tujuan 
utama paling sedikit akan tercapainya sekaligus.84 Sedangkan tujuan keempat 
biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan “cuci gudang” terhadap 
produk/barang yang dijualnya untuk mengurangi kerugian lebih besar apabila 
persediaan stok barang yang ada namun tidak dapat dijual, atau dengan maksud 
menghabiskan persediaan barang yang telah mendekati masa kadaluwarsa (out of 
date).85 
Dunia persaingan usaha pada era saat ini pun juga banyak pelaku usaha 
e-commerce yang dengan sengaja melakukan praktek curang atau tidak jujur 
dalam menjalankan kegiatan usaha. Kebanyakan dari pelaku usaha hanya 
memikirkan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan memiliki posisi 
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dominan, sehingga salah satu cara yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah jual 
rugi (predatory pricing) terhadap barang yang diperdagangkan. 
Kegiatan jual rugi yang dimaksud bertujuan untuk mematikan pesaing 
usaha lainnya. Predatory pricing ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan 
harga yang tidak wajar, harga lebih rendah dari biasanya atau lebih rendah dari 
rata-rata.86 Untuk itu predatory pricing ini biasa disebut tindakan menentukan 
harga dibawah rata-rata atau tindakan jual rugi.87 
Praktek predatory pricing berakibat apabila pelaku usaha baru turut 
menikmati keuntungan pada saat harga masih tinggi, maka pelaku usaha akan 
kembali menurunkan harga yang sangat rendah, dengan tujuan menyingkirkan 
atau mematikan pelaku usaha yang baru masuk pasar.88 Praktek jual rugi ini pada 
umumnya dilakukan oleh pelaku usaha incumbent yang tidak ingin ada pelaku 
usaha pesaing dalam bisnis yang dijalaninya. Agar pelaku usaha pesaingnya ke 
luar dari pasar atau bisa juga agar pesaing baru tidak masuk ke dalam pasar. 
Sehingga pelaku usaha incumbent akan menetapkan harga produknya dibawah 
biaya yang telah dikeluarkan, agar pesaing baru tidak dapat bertahan lama dalam 
satu bisnis yang sama.89  
Jangka pendeknya predatory pricing ini memang cukup menguntungkan 
bagi konsumen, karena harga produk yang diperdagangkan sangat murah. Tetapi 
ketika para pesaing tidak dapat melakukan kegiatan usaha, maka pelaku usaha 
incumbent suatu saat akan menaikkan harga yang relatif tinggi agar menutupi 
kerugian yang dialami pada saat pelaku usaha tersebut menetapkan harga yang 
sangat rendah.  
Untuk itu keuntungan yang didapatkan oleh konsumen hanya bisa 
dinikmati dalam beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu dan 
setelah pesaing pelaku usaha telah tersingkir dari pasar, pelaku usaha akan 
                                                          
86 Yolanda Eka Eriyanti, op.cit. hlm 19. 
87 Dayu Padmara Regganis, Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan 
Pemberlakukan Persetujuan Acfta, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm 36. 
88 Yolanda Eka Eriyanti, op.cit. hlm 20. 
89 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, op.cit. hlm 16. 
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menetapkan harga yang sangat tinggi yang dapat merupakan harga monopoli dan 
konsumen pun justru akan dirugikan.90 
Dampak dari kegiatan yang dilarang tersebut akan berimbas pada pelaku 
usaha, dimana tidak ada satu pun pelaku usaha yang dapat masuk ke pasar, 
karena pelaku usaha incumbent bebas menaikkan harga ke tingga harga monopoli 
tanpa kuatir diganggu oleh pelaku usaha lainnya didalam pasar yang 
bersangkutan.91  
3. Indikasi Jual Rugi (Predatory Pricing) 
Pemicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha salah 
satunya ialah penerapan praktek predatory pricing. Dimana pelaku usaha selalu 
mencari cara dalam menjalankan bisnisnya untuk memperoleh keuntungan besar. 
Para pelaku usaha berani menurunkan harga yang sangat rendah dengan maksud 
menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha lain.92 
Praktek jual rugi dalam kegiatan persaingan juga diperlukan suatu indikasi 
atau bukti-bukti yang dapat dikategorikan dalam suatu kegiatan yang dilarang 
menurut UU No. 5 Tahun 1999. Dimana dalam praktek jual rugi dapat ditemukan 
indikasi apabila suatu pelaku usaha dapat dianggap melakukan pemasokan barang 
dan atau jasa dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah apabila harga 
yang ditetapkan jauh lebih rendah dibanding dengan harga yang ditetapkan oleh 
sejumlah pelaku usaha lain, sehingga harus dilakukan perbandingan secara 
horizontal atau horizontal comparison terhadap harga yang ditetapkan oleh pelaku 
usaha satu dengan pelaku usaha lainnya.93 Karena apabila suatu pelaku usaha 
menetapkan harga yang sangat rendah atau dibawah biaya variable rata-rata 
(AVC), maka bisa dikatakan bahwa harga yang ditetapkan sudah tidak wajar 
(reasonable)94 dan dapat dicurigai mempunya maksud untuk menyingkirkan atau 
mematikan usaha pesaingnya, apabila harga yang ditetapkan itu pada tingkat 
                                                          
90 I Dw Gd Riski Mada & A.A Sri Indrawati, Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha 
dalam Perspektif Persaingan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 3. 
91 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, op.cit. hlm 16. 
92 Yolanda Eka Eriyanti, op.cit. hlm 22. 
93 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, op.cit. hlm 13. 
94 Dwamy Trezaryo Junansyah, op.cit. hlm 43. 
38 
 
keuntungan yang lebih rendah diperolehnya dari tingkat suku bunga yang 
berlaku.95  
  
                                                          




HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Metode promosi flash sale dalam perspektif persaingan usaha 
Bentuk promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha di e-commerce pada era 
digital saat ini banyak sekali macamnya. Beberapa pertimbangan pelaku usaha 
untuk meningkatkan strategi penjualan dan layanannya. Hal tersebut guna untuk 
menarik perhatian konsumen agar produk yang dijual belikan dilirik oleh 
konsumen, serta bertujuan untuk memperoleh omset yang lebih dari hasil 
penjualan di situs e-commerce. Berbagai macam dan bentuk strategi penjualan 
dalam menerapkan metode promosi pada era saat ini. Namun salah satu metode 
promosi yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha e-commerce saat ini 
adalah metode promosi flash sale.  
Flash sale merupakan penawaran produk dengan potongan harga dan 
kuantitas yang terbatas dalam waktu singkat atau dalam beberapa jam saja.96 
Flash sale dikenal dengan kegiatan “daily deal” yang merupakan bagian dari 
promosi penjualan yang memberikan konsumen penawaran khusus/diskon 
terhadap produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha e-commerce yang dalam 
waktu tertentu.97 Kegiatan promosi ini sangat diminati oleh beberapa konsumen 
karena beberapa alasan. Antara lain, harga yang dicantumkan sangat rendah dari 
harga normal, dan beberapa produk flash sale adalah produk yang cenderung 
diminati oleh konsumen. 
Meskipun kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui situs 
e-commerce, kegiatan flash sale masuk dalam kategori bentuk promosi. Promosi 
merupakan kegiatan memasarkan segala sesuatu yang diperjualbelikan kepada 
konsumen. Tujuan dari dilakukannya kegiatan promosi salah satunya sebagai 
bentuk media untuk memperkenalkan suatu produk dan jasa baru dan mencoba 
membangun kekuatan brand image dari suatu produk.98 Metode promosi flash sale 
ini juga banyak dipakai untuk kegiatan strategi marketing oleh pelaku usaha e-
                                                          
96 Wulan Nabila Ardin, Pengaruh Flash Sale dan Tagline “Gratis Ongkir” Shopee Terhadap 
Keputusan Pembelian Impulsif Secara Online, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, 2020, hlm 7. 
97 Ibid,. 
98 Cipta Halim, Tip Praktis Promosi Online Untuk Berbagai Event, Elex Media Komputindo, 
Buku Elektronik, 2013, hlm 45. 
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commerce. Selain dari situs e-commerce yang menyediakan fasilitas flash sale 
tersebut, konsumen pun juga banyak yang tertarik oleh produk yang tercantum 
dalam kegiatan flash sale. Untuk itu mengenai kegiatan promosi telah dijelaskan 
dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 1 
Butir 20 bahwa: 
“Promosi dagang adalah kegiatan mempertunjukan, memperagakan, 
memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi 
barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk 
meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan 
dagang.” 
Berdasarkan Pasal diatas, kegiatan promosi merupakan aktivitas 
mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan 
informasi terkait dengan hasil produksi barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk 
menarik konsumen, mempengaruh atau membujuk konsumen untuk membeli atas 
suatu produk yang ditawarkan guna meningkatkan penjualan, memperluas pasar, 
dan mencari hubungan dagang yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. 
Baik kegiatan promosi secara konvensional maupun secara elektronik 
pelaksanaannya mengacu pada pasal tersebut. Namun dalam kegiatan promosi 
yang dimana pelaku usaha menawarkan suatu produk kepada konsumen melalui 
situs elektronik dipertegas kembali dalam UU ITE pada Pasal 9 bahwa: 
“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” 
Sesuai ketentuan Pasal diatas, bahwa untuk kegiatan promosi yang 
dilakukan oleh pelaku usaha dalam situs e-commerce, baik itu flash sale ataupun 
kegiatan promosi lainnya harus juga mencantumkan informasi produk yang 
sejelas-jelasnya dan benar pada informasi deskripsi produk. Pada dasarnya 
kegiatan flash sale telah diterapkan dalam kegiatan jual beli konvensional. Dimana 
pelaku usaha menawarkan produk persediaan stok yang sudah tidak diminati oleh 
konsumen yang dijual dengan harga sangat rendah. Namun, istilah flash sale 
semakin banyak dikenal pada saat era e-commerce yang sedang lagi naik daun 
saat ini. Prinsip flash sale sebenarnya lebih mengarah pada pelaku usaha mencoba 
untuk menjual produknya yang umumnya tidak lagi populer pada saat tertentu dan 
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pelaku usaha mencoba untuk menjualnya agar secara kuantitas dapat habis dan 
tetap mendapatkan hasil dari penjualan produk flash sale tersebut.99 
Sejatinya banyak faktor dibalik terjadinya kegiatan flash sale selain untuk 
menarik perhatian konsumen baru dan menarik pangsa pasar.100 Metode promosi 
flash sale yang dilakukan oleh pelaku usaha e-commerce ini berhasil untuk 
membuat konsumen tertarik terhadap suatu produk yang diperjualbelikan. 
Sehingga baik konsumen lama dan konsumen baru tertarik untuk mengakses 
kegiatan flash sale pada situs e-commerce tersebut. Tetapi untuk pelaku usaha 
sendiri, dalam menjalankan promosi flash sale di situs e-commerce terhadap 
produk-produknya tersebut pasti memiliki waktu tertentu di jam-jam tertentu. 
Guna membuat konsumen semakin tidak sabar membeli produk flash sale yang 
ditawarkan dengan diskon harga yang relatif jauh dari harga normal yang 
sebelumnya. 
Mayoritas marketplace di Indonesia mengadakan kegiatan promosi flash 
sale dengan program kegiatan dan layanannya masing-masing. Strategi flash sale 
digunakan untuk menarik konsumen sehingga singgah dan menggunakan e-
commerce tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari.101 Misalnya marketplace 
Tokopedia, dan Shopee menurut riset Markplus selama bulan Juli hingga 
September 2020 yang menjadi marketplace pilihan kebanyakan konsumen untuk 
berbelanja online. Salah satu faktor yang menarik konsumen terhadap kedua 
marketplace ini adalah karena banyaknya promosi yang ditawarkan.102 Promosi 
yang dilakukan oleh pelaku usaha di kedua e-commerce ini sering kali kerap 
mengadakan kegiatan flash sale pada waktu-waktu tertentu.  
Kegiatan flash sale pada e-commerce tersebut biasanya dilakukan pada 
jam-jam tertentu dan tanggal-tanggal tertentu yang unik. Contohnya pada tanggal 
11 November, kegiatan flash sale dinamakan dengan event flash sale “11.11”, dan 
tanggal unik lainnya. Selain tanggal-tanggal unik yang digunakan untuk kegiatan 
                                                          
99 Randy Dimas Virgiawan, op.cit. hlm 35. 
100 Ibid,. 
101 Bagus Ardiansyah, Drajat Trikartono, dan Argyo Demartono, Dromologi dan Era Flash Sale: 
Tinjauan Geliat Manusia dalam Cyberspace, Jurnal SIMULACRA, Vol. 2 No. 2, Program Studi 
Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2019, hlm 123. 
102 Sirclo, 2020, Bagaimana Pertumbuhan Penjualan di Marketplace saat Pesta Belanja 
Online 10.10? (online), https://www.sirclo.com/bagaimana-pertumbuhan-penjualan-di-
marketplace-saat-pesta-belanja-online-10-10/  (02 April 2021) 
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promosi flash sale, beberapa e-commerce juga melakukan flash sale pada jam-jam 
tertentu. Misalnya pada Pukul 00.00, Pukul 09.00, Pukul 12.00, dan lainnya. Pada 
waktu kegiatan flash sale berlangsung, waktu yang tersisa dan jumlah barang 
terjual maupun barang yang tersisa juga ditampilkan.103 Mengingat waktu dan 
durasi kegiatan flash sale telah ditentukan syarat dan ketentuan berdasarkan lama 
durasi, yang dimana terdapat beberapa durasi pilihan yang dapat dipilih oleh 
pelaku usaha, yaitu durasi selama 6 jam, 3 jam, dan 10 menit. Pelaku usaha juga 
tidak diperbolehkan untuk menominasikan suatu produk yang sama untuk 2 slot 
flash sale dengan jarak waktu 5 hari.104 Guna untuk memberikan kesempatan 
untuk pelaku usaha lainnya dalam meningkatkan strategi penjualan dan menarik 
konsumen untuk berbelanja pada toko online dari pelaku usaha e-commerce 
tersebut.  
Berkembangnya era digital saat ini juga memberikan peningkatan bagi situs 
e-commerce untuk mengembangkan layanan-layanan yang diberikan. Sebelumnya 
e-commerce pada umumnya menggunakan beberapa situs website untuk 
mengakses situs jual beli online, namun dengan adanya perkembangan digital saat 
ini layanan dan fasilitas e-commerce berpindah dari situs website menjadi 
menggunakan aplikasi yang dapat di unduh pada smartphone masing-masing. 
Sehingga setiap pengguna baik pelaku usaha maupun konsumen dapat 
dipermudah untuk menjalankan sistem layanan e-commerce dan lebih mudah saat 
melakukan transaksi. Walaupun saat ini beberapa marketplace lebih terfokus pada 
penggunaan aplikasi, namun tetap bisa mengakses situs marketplace tersebut 
dalam website. Berikut contoh tampilan marketplace Shopee dan Tokopedia dalam 






                                                          
103 Muhammad Taufik Syastra & Yvonne Wangdra, Analisis Online Impulse Buying dengan 
Menggunakan Framework SOR, Jurnal Sistem Informasi Bisnis 02, Universitas Putera Batam, 
2018, hlm 138. 




Laman Awal Beranda Shopee di Situs Website 
 
Sumber : Website Shopee, 2021. 
Gambar 3.2 
 Laman Awal Beranda Aplikasi Shopee 
 










Laman Awal Beranda Tokopedia di Situs Website 
 
Sumber : Website Tokopedia, 2021. 
Gambar 3.4 
Laman Awal Aplikasi Tokopedia 
 
Sumber : Aplikasi Tokopedia, 2021. 
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Tampilan awal beranda baik di situs website maupun di aplikasi 
smartphone memunculkan berbagai macam tampilan dari fasilitas-fasilitas yang 
disediakan oleh marketplace. Pada laman awal beranda pun sudah terlihat kolom 
flash sale yang tersedia. Pada kolom tersebut telah tertera pada pukul berapa 
waktu flash sale dilaksanakan. Mayoritas disetiap marketplace melaksanakan flash 
sale pada jam-jam tertentu, misalnya pada Pukul 09.00, 12.00, dan sebagainya 
dengan waktu yang sudah ditentukan. Selain waktu yang sangat terbatas pada 
saat pelaksanaan flash sale, jumlah produk yang ditawarkan pun sangat terbatas, 
dan dengan penawaran harga yang sangat rendah. Untuk itu terhadap produk-
produk yang lebih diminati oleh konsumen, maka konsumen akan stand by sesaat 
sebelum kegiatan flash sale dimulai agar mendapatkan produk yang diinginkan 
dengan harga dibawah harga normal. Berikut beberapa contoh penerapan flash 
sale oleh pelaku usaha  di e-commerce Shopee dan Tokopedia : 
Gambar 3.5  
Flash Sale Shopee 
 
Sumber : Website Shopee, 2021. 
 
Gambar 3.6 




Sumber : Website Tokopedia, 2021. 
 
Biasanya produk-produk flash sale yang ditawarkan pun harganya sangat 
jauh dari harga normal. Diskon yang diberikan pun dari diskon 5% hingga 90% 
pada kegiatan flash sale tersebut. Banyak pelaku usaha e-commerce yang 
memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menarik minat konsumen pada produk 
yang dijual pada toko online miliknya. Kebanyakan dari pelaku usaha yang sering 
melakukan kegiatan flash sale adalah pelaku usaha retail besar. Sehingga dengan 
mematok penawaran harga yang jauh dibawah harga normal dalam waktu tertentu 
dan jumlah produk terbatas yang tidak terlalu berdampak pada penjualan pelaku 
usaha retail besar tersebut. 
Guna untuk menarik minat konsumen maka pelaku usaha e-commerce 
menawarkan produk dengan harga paling rendah terhadap para konsumen. 
Namun minat konsumen tidak hanya melihat dari faktor promosi dengan 
penawaran harga yang paling rendah. Melainkan ada beberapa faktor yang 
menjadi minat konsumen, antara lain faktor produk promosi yang ditawarkan, 
reputasi brand, ongkos kirim gratis, dan penawaran harga yang paling terjangkau. 
Associate of High Tech, Property and Consumer Industry of Markplus, Inc 
menyatakan bahwa salah satu strategi yang paling tepat untuk menarik minat 
konsumen dalam e-commerce adalah dengan memberikan penawaran harga 
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paling terjangkau atau yang lebih dikenal dengan kegiatan promosi flash sale.105 
Beberapa karakteristik flash sale diantaranya ialah menawarkan produk yang lebih 
rendah dari harga normalnya, dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, yang 
bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. 
Memperkenalkan suatu produk dan melakukan aktivitas pemasaran yang 
bertujuan untuk membujuk/mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang 
diperjual belikan adalah salah satu bagian dari tujuan metode promosi flash sale 
dilakukan. Sebagai bentuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha e-
commerce, maka flash sale juga pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan 
undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena flash sale merupakan bentuk 
kegiatan perdagangan pula, dan pihak yang melaksanakan kegiatan flash sale 
merupakan pelaku usaha, maka aktivitas perdagangan tersebut pelaku usaha tetap 
mengacu pada UU Perdagangan. Sehubung dengan diaturnya mengenai kegiatan 
perdagangan dalam sistem elektronik pada undang-undang tersebut, yang 
memuat ketentuan bahwasannya setiap kegiatan pelaku usaha wajib menerapkan 
ketentuan dalam Pasal 65 UU Perdagangan, yaitu untuk wajib menyediakan data 
usaha dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data dan informasi 
sebagaimana yang dimaksud secara lengkap dan benar yang paling sedikit 
memuat: 
a. Identitas dan atau legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku 
usaha distribusi; 
b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan; 
c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan 
d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; 
e. Cara penyerahan barang.106 
Sehingga dalam pelaksanaannya pelaku usaha dilarang untuk 
memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan data atau informasi 
yang dicantumkan. Apabila data dan informasi yang ditampilkan tidak lengkap dan 
                                                          
105 Ridwan, 2018, Perang Harga E-Commerce, Shopee dan Tokopedia Saling Salip (online), 
https://www.industry.co.id/read/45494/perang-harga-e-commerce-shopee-dan-tokopedia-saling-
salip (02 April 2021) 
106 Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
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sesuai, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan.107 Namun 
Pasal 65 UU Perdagangan juga mengatur penyelesaian sengketa antara 
perorangan atau badan usaha terkait dengan transaksi dagang melalu sistem 
elektronik yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan atau mekanisme 
penyelesaian sengketa lainnya.108 Keberadaan informasi yang lengkap dan benar 
sangat diperlukan dalam perdagangan secara elektronik. Khususnya pada momen 
flash sale dilaksanakan yang mana konsumen banyak melihat suatu produk 
maupun membeli produk yang sedang ditawarkan. Kelengkapan data dan 
informasi yang ditampilkan, menjadikan konsumen nyaman dan merasa aman 
untuk berbelanja pada situs e-commerce tersebut. 
Namun dalam pelaksanaan promosi, pelaku usaha juga harus menjaga agar 
konsumen tetap terlindungi seperti halnya yang dimuat dalam Pasal 9 UU 
Perlindungan Konsumen. Bahwasannya pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan 
seolah-olah memiliki potongan harga dan harga khusus.109 Berkaitan dengan 
pelaksanaan flash sale pada penyebaran informasi yang ditampilkan juga diatur 
dalam ketentuan Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa 
pelaku usaha dilarang melakukan penawaran dan promosi terhadap barang atau 
jasa dengan pernyataan yang tidak benar mengenai potongan harga yang 
ditawarkan.110 Selain Pasal 10, Pasal 12 UU Perlindungan Konsumen juga mengatur 
bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan untuk melakukan penawaran, 
mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan harga/tarif 
khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, apabila pelaku usaha tidak bermaksud 
untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, 
dipromosikan, dan diiklankan.111 
Pelaksanaan dalam perdagangan elektronik tidak hanya hubungan yang 
mengatur dan melindungi antara pelaku usaha dengan konsumen saja. Namun 
hubungan antar pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya pun diatur dalam 
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
                                                          
107 Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
108 Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
109 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
110 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
111 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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Tidak Sehat. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pelaku usaha dilarang 
untuk memasok barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau 
menetapkan harga dengan sangat rendah dan dengan maksud untuk 
menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan sehingga 
dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat.112 
Adanya pelaksanaan metode promosi flash sale dalam kegiatan 
perdagangan di situs e-commerce, menjadikan konsumen selalu membandingkan 
harga dalam satu situs e-commerce  dengan situs e-commerce lainnya, guna 
mendapatkan barang yang serupa yang dijual pada situs e-commerce dengan 
penawaran harga yang paling rendah. Namun disisi lain kegiatan promosi flash 
sale memang sangat menguntungkan bagi konsumen. Tetapi tentu tidak untuk 
pelaku usaha baru yang baru akan memasuki pasar. Pelaku usaha e-commerce 
yang baru saja memasuki pasar juga membutuhkan strategi dalam menarik minat 
konsumen pada toko online miliknya. Namun apabila promosi flash sale dilakukan 
terus menerus oleh pelaku usaha yang sudah lama berada dalam pasar, maka 
pelaku usaha baru akan susah memasuki pasar yang sama. Karena konsumen 
pada dasarnya akan cenderung memilih produk barang dengan penawaran harga 
yang lebih rendah. Pelaku usaha baru cenderung tergeser posisinya karena adanya 
permainan harga dari promosi flash sale tersebut. Karena dalam persaingan usaha 
pada bisnis digital saat ini banyak yang dengan sengaja menurunkan harga jauh 
dibawah normal untuk membunuh kompetisi baru dan tidak terjadi pada level 
equal playing field.113  
Untuk itu dari sudut pandang hukum persaingan usaha terhadap metode 
promosi flash sale ini yang dapat disamakan dengan menawarkan barang yang 
dijual dengan harga dibawah harga pasaran atau dengan kata lain jual rugi. Flash 
sale dalam prakteknya pun sama dengan menawarkan harga produk jauh lebih 
rendah dari harga normal dan dalam jangka waktu tertentu. Diskon yang diberikan 
pada kegiatan flash sale ini dinilai oleh pelaku usaha baru sangat besar, karena 
                                                          
112 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat 
113 Ferry Sandy, 2021, Apa itu Predatory Pricing yang disebut Jokowi Bunuh UMKM? (online), 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210305141728-4-228137/apa-itu-predatory-pricing-yang-
disebut-jokowi-bunuh-umkm (02 April 2021)  
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produk didiskon hingga 90%. Sehingga promosi flash sale tersebut dapat 
menghalangi pelaku usaha baru untuk masuk dalam pasar yang sama. 
Dalam menjalani kegiatan perdagangan, baik secara konvensional maupun 
secara elektronik (e-commerce) salah satu aspek yang terpenting adalah 
persaingan usaha. Persaingan usaha sendiri diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. 
Undang-undang ini memberikan aturan main yang jelas kepada para pelaku 
ekonomi dalam aktivitas bisnis.114 Mengingat tujuan dari dibentuknya undang-
undang yaitu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan 
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha 
yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha 
kecil, serta untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan juga terciptanya efektivitas dan 
efisiensi dalam kegiatan usaha.115 Juga dalam hukum persaingan yang memiliki 
tujuan pokok adalah untuk menjaga agar persaingan yang dilakukan antar pelaku 
usaha dilakukan secara sehat, serta agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku 
usaha.116 Tentu saja tujuan pokok tersebut berpedoman pada fungsi hukum yaitu 
dimana hukum berfungsi sebagai penjamin keteraturan (kepastian) dan 
ketertiban.117 
Untuk itu praktek kegiatan persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan 
secara sehat  dan wajar karena untuk mendukung perkembangan ekonomi 
nasional dan kesejahteraan masyarakat. Falsafah yang mendasari penyusunan UU 
No. 5 Tahun 1999 ini terbagi dalam beberapa aspek, yaitu:118 
1. Anti monopolistik dan persaingan usaha yang tidak sehat 
2. Pengembangan ekonomi pasar yang kompetitif, sehat, dan wajar 
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan 
                                                          
114 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 223. 
115 Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat 
116 Dhaniswara K. Harjono, Pembahasan Hukum Bisnis Bagi Pengusaha, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2006, hlm 104. 
117 Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, op.cit. hlm 52. 
118 Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, Pena Grafika, Jakarta, 
2013, hlm 12. 
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4. Mewujudkan asas/prinsip demokrasi ekonomi. 
UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai beberapa hal didalamnya, yaitu 
mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, 
pengawasan terhadap kegiatan usaha, dan sanksi atas perbuatan yang dilarang 
tersebut.  
Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengertian pelaku 
usaha adalah: 
“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”119 
Penjelasan dari Pasal diatas bahwa pelaku usaha adalah setiap orang 
maupun badan usaha berbadan hukum atau bukan, dimana ia didirikan, 
berkedudukan, dan melakukan kegiatan usaha baik sendiri maupun secara 
bersama-sama yang diikat dalam sebuah perjanjian dalam wilayah hukum 
Indonesia. Maka dari itu setiap pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha 
diatur pula mengenai kegiatan atau perbuatan yang dilarang dalam persaingan 
usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999. Salah satu dari perbuatan yang dilarang dalam 
UU No. 5 Tahun 1999 ialah penguasaan pasar. Penguasaan pasar dalam 
kegiatannya memuat praktek predatory pricing yang merupakan salah satu bentuk 
strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga di 
bawah biaya produksi (average cost atau marginal cost).120 Tujuan pokok dari 
predatory pricing adalah untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar, 
dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk 
ke dalam pasar yang sama. Namun setelah permainan predatory pricing dilakukan, 
dan berhasil untuk membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar, serta 
menunda pelaku usaha pendatang baru masuk kedalam pasar, maka predator 
                                                          
119 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
120 KPPU, Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks Edisi Kedua), Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha, Jakarta, 2017, hlm 99. 
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akan menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin 
akan didapatkan.121 
Untuk itu dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai praktek 
predatory pricing atau jual rugi adalah perbuatan yang dilarang dalam kegiatan 
persaingan usaha, yang menyatakan bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa 
dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat 
rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha 
pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”122 
Selain larangan mengenai penetapan harga di bawah harga pasar dalam 
Pasal 20, Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur mengenai penetapan harga. 
Tetapi dalam pemenuhan pelaksanaan Pasal 7 mensyaratkan adanya perjanjian 
dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, 
berbeda dengan Pasal 20 yang tidak mensyaratkan adanya perjanjian terlebih 
dahulu.123 Berikut penjabaran unsur-unsur Pasal 20 yaitu:124 
1. Unsur pelaku usaha 
Definisi pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha, badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 
ekonomi.125 
2. Unsur pemasokan 
Pengertian dari unsur pemasokan adalah menyediakan pasokan 
terhadap barang maupun jasa dalam kegiatan jual beli, sewa 
menyewa, dan sewa guna (leasing). 
3. Unsur barang 
                                                          
121 Ibid,. hlm 100. 
122 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
123 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, op.cit. hlm 10. 
124 Ibid,. hlm 10-11. 
125 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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Definisi barang ialah setiap benda yang berwujud dan tidak berwujud, 
bergerak dan yang tidak bergerak, barang yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 
konsumen atau pelaku usaha.126 
4. Unsur jasa 
Pengertian jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan 
oleh konsumen atau pelaku usaha.127 
5. Unsur jual rugi 
Jual rugi yang dimaksud adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku 
usaha di bawah biaya total rata-rata (Average Total Cost).128 
6. Unsur harga yang sangat rendah 
Harga yang sangat rendah yang dimaksud merupakan harga yang 
ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya. 
7. Dengan maksud 
Dengan maksud berarti setiap kegiatan jual rugi yang dilakukan 
berdasarkan atas suatu tujuan atau keinginan dari pelaku usaha yang 
ingin dicapainya. 
8. Unsur menyingkirkan atau mematikan 
Menyingkirkan atau mematikan yang dimaksud adalah dengan 
melakukan perbuatan yang dapat mengeluarkan atau menyingkirkan 
pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan dan berakibat menutup 
usahanya. 
9. Unsur usaha pesaing 
Usaha pesaing ialah adanya pelaku usaha lain dalam pasar 
bersangkutan yang sama. 
10. Unsur pasar 
                                                          
126 Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
127 Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
128 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, op.cit. hlm 12. 
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Pengertian pasar merupakan lembaga ekonomi dimana para pembeli 
dan penjual yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan 
transaksi perdagangan barang dan atau jasa.129 
11. Unsur pasar bersangkutan 
Pasar bersangkutan adalah pasar yang kaitannya dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis atau subtitusi dari barang dan atau 
jasa tersebut. 
12. Unsur praktek monopoli 
Praktek monopoli merupakan praktek dengan melakukan pemusatan 
kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dapat 
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang 
dan atau jasa tertentu, sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha 
tidak sehat dan memicu kerugikan pada kepentingan umum.130 
13. Unsur persaingan usaha tidak sehat 
Pengertian persaingan usaha tidak sehat ialah persaingan antar pelaku 
usaha dalam menjalanan kegiatan produksi dan atau pemasaran 
barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.131 
Praktek predatory pricing merupakan salah satu strategi yang diterapkan 
oleh pelaku usaha untuk mengusir pesaing-pesaingnya dari pasar yang sama 
sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan pada ekonomi pasar yang sehat. Karena 
dalam pasar yang sehat, maka hambatan untuk masuk ke dalam pasar bagi pelaku 
usaha tidak ada. Sehingga apabila predatory pricing berhasil, maka pada mulanya 
predatory pricing memang akan mengusir pelaku usaha pesaingnya dari pasar, 
namun ketika pelaku usaha yang menjalankan strateginya menggunakan praktek 
pradatory pricing yang kemudian berhenti, maka pelaku usaha akan menaikkan 
harga lagi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. 
                                                          
129 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
130 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
131 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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Areeda menyatakan bahwa ada 2 (dua) syarat pendahuluan sebelum 
melakukan praktik predatory pricing, yaitu yang pertama, pelaku usaha yakin 
bahwa pesaingnya akan mati terlebih dulu dari pada pelaku predatory. Kedua, 
keuntungan setelah melakukan predatory pricing akan melebihi kerugian selama 
masa praktik predatory pricing dilakukan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan 
predatory pricing haruslah terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. 
Karena tanpa hal tersebut tidak akan berhasil.132 
Apabila jika dilihat dari sisi konsumen, untuk beberapa waktu atau dalam 
jangka waktu pendek praktek predatory pricing memang menguntungkan bagi 
konsumen karena harga produk yang dijual oleh pelaku usaha menjadi jauh lebih 
murah. Namun berbeda pada masa yang akan datang, karena jika pelaku usaha 
berhasil dengan strategi praktek predatory pricing yang dilakukan dan 
menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak memiliki pesaing yang berarti lagi, dan 
pelaku usaha akan menaikkan harga kembali yang bahkan mencapai harga 
tertingginya untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya agar 
pengorbanan yang terjadi pada saat pelaku usaha melakukan predatory pricing 
terbayarkan (recoupment test).133 Pada dasarnya harga yang ditetapkan tersebut 
untuk menutupi kerugian yang telah terjadi merupakan harga monopoli (harga 
yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen.134  
Sebelumnya untuk menetapkan dan/atau menuduh pelaku usaha atau 
perusahaan melakukan praktek predatory pricing ada beberapa strategi yang 
dapat diperhatikan, yaitu:135 
1. Harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya 
dengan harga rugi (harga di bawah biaya rata-rata). Namun apabila 
perusahaan menjualnya dengan harga rendah, tetapi tidak mengalami 
kerugian maka perusahaan tersebut bersaing secara sehat. Karena 
perusahaan tersebut dapat menjual dengan harga rendah karena jauh 
lebih efisien daripada pesaingnya. 
                                                          
132 KPPU, op.cit. hlm 100. 
133 Ibid,. hlm 100-101. 
134 Ibid,. hlm 189. 




2. Jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus 
dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang 
memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan adakalanya penjual 
melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih 
lanjut atau sekedar untuk mendapatkan dana yang keluar dari usaha. 
3. Telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan menerapkan 
predatory pricing jika perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup 
kerugian di tahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi 
(supra competitive) di tahap berikutnya. 
Berdasarkan rumusan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, bahwasannya semua 
bentuk kegiatan jual rugi tidak selalu perbuatan yang melanggar ketentuan 
undang-undang. Namun apabila adanya indikasi tindakan predator, maka pelaku 
usaha harus diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan 
yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah tindakan tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
Oleh karena itu kegiatan predatory pricing dilarang secara rule of reason, karena 
pelaksanaannya harus bisa membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat 
dari praktek predatory. Meskipun disatu sisi penetapan harga dibawah harga 
variabel rata-rata akan menguntungkan konsumen, dan konsumen dapat 
menikmati harga barang dan/atau jasa dengan harga yang sangat rendah. Tetapi 
di sisi lain, akan sangat merugikan pelaku usaha pesaing, karena tidak dapat 
bersaing dalam penetuan harga suatu barang/jasa.136 
Meskipun diketahui bahwa dalam mekanisme pasar persaingan sempurna, 
akan tetapi pelaku usaha tidak bisa semena-mena untuk menetapkan suatu harga 
produk karena harga ditentukan dari harga pasar. Akan tetapi pengecualian 
diberlakukan apabila pelaku usaha menetapkan harga promosi kepada konsumen 
yang biasanya harganya memang lebih murah dari harga normalnya.137 Kegiatan 
promosi menjadi langkah yang tepat untuk menawarkan produk yang 
diperdagangkan kepada konsumen publik. Dengan adanya mekanisme bebas 
                                                          
136 Ibid,. hlm 189. 
137 R.M Agung Putranto W., Predatory Pricing sebagai Sebuah Fenomena yang Dapat 
Menarik Konsumen Sekaligus Mematikan Persaingan Usaha, hlm 2. Diakses melalui 
https://www.academia.edu/12021571/Predatory_Pricing_Sebagai_Sebuah_Fenomena_yang_Dapat
_Menarik_Konsumen_Sekaligus_Mematikan_Persaingan_Usaha  (22 Juni 2021). 
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keluar masuk pasar, maka strategi promosi ialah strategi yang paling mudah 
dilakukan. Namun apabila harga promosi yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang 
sepanjang tidak terbukti mematikan pesaing usaha lainnya antar pelaku usaha, 
maka kegiatan penetapan harga promosi tersebut harus dipisahkan dan dibedakan 
dari praktek predatory pricing. Karena pelaku usaha menetapkan harga promosi 
hanya dengan tujuan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya dan tidak 
dengan maksud untuk menyingkirkan pelaku usaha lain dari pasar. 
Selain itu pelaku usaha dalam menetapkan harga promosi yang dimana 
melakukan jual rugi pula tidak akan mungkin dapat berlangsung dalam jangka 
waktu yang lama. Karena pada dasarnya pelaku usaha menjalankan usahanya 
dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari 
kegiatan bisnis yang dijalankan, bukan malah sebaliknya yang menimbulkan 
kerugian pada pelaku usaha itu sendiri. Adapun kekhawatiran yang akan 
menganggu iklim persaingan usaha sekaligus berpotensi menimbulkan praktek 
monopoli minimal mengandung 3 (tiga) tujuan, yaitu: 
1. Mematikan usaha pesaing; 
2. Memberlakukan predatory pricing tersebut sebagai entry barrier atau 
penghalang bagi masuknya pelaku usaha lain; 
3. Memperoleh keuntungan pada masa mendatang.138 
Berdasarkan konsep predatory pricing tersebut, maka kegiatan promosi 
flash sale yang apabila ditinjau berdasarkan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tidak 
dapat dikategorikan sebagai praktek predatory pricing. Sebagaimana apabila 
pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan promosi flash sale dapat membuktikan 
bahwa kegiatan promosi flash sale yang dilakukan bukan dengan maksud untuk 
menyingkirkan atau mematikan pesaing dalam e-commerce. Selain itu untuk dapat 
menjerat pelaku usaha yang melakukan predatory pricing, berkaitan 
diberlakukannya unreasonable price oleh pelaku usaha predatory ada 3 (tiga) 
tahapan analisis agar terpenuhinya praktek predatory pricing, yaitu: 
1. Pertama, dengan mempertimbangkan karakteristik pasar, seperti 
konsentrasi penjual dan kondisi untuk masuk dalam pasar tersebut, 
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yang ditunjukkan oleh adanya market power atau adanya posisi 
dominan. Posisi dominan ini dapat dikaitkan dengan dominan terhadap 
kekuatan sistem modal, sistem teknologi yang digunakan, dan sistem 
keuangan yang dikelola.  
2. Kedua, dengan memastikan bahwa patokan diberlakukannya harga 
tersebut sangat tidak masuk akal, dibuktikan dengan melakukan 
evaluasi terhadap perbandingan antara harga yang ditetapkan oleh 
pelaku usaha predatory dengan biaya produksi.139  
3. Ketiga, harus dimulai dari adanya permulaan niat untuk menyingkirkan 
pesaing lainnya hingga mati dan tersingkirkan dari pasar, disertai 
dengan bukti bahwa usaha pesaing lainnya yang rugi akibat dari 
tindakan predatory pricing, dan hanya tersisa pelaku usaha predator 
yang tetap bertahan dalam pasar. 
Flash sale dilakukan oleh pelaku usaha pada e-commerce merupakan 
strategi promosi yang hanya dilakukan pada waktu yang sangat singkat dengan 
jumlah barang yang sangat terbatas. Disamping itu pelaku usaha melakukan flash 
sale karena adanya beberapa alasan, antara lain:140 
1. Adanya pergantian musim. Bagi produk-produk fashion, biasanya stok 
yang disediakan terlalu berlebihan pada satu musim. Sehingga gudang 
belum bisa menampung stok untuk musim yang akan datang. 
2. Adanya kelebihan stok produk yang jauh dari target penjual, padahal 
telah menghabiskan budget untuk promosi yang besar. 
3. Munculnya sebuah produk baru yang lebih canggih dan lebih banyak 
diminati. 
4. Trend penjualan produk mengalami penurunan signifikan dalam pasar, 
sehingga dibuat agar penurunan tidak terlalu drastis. 
5. Perusahaan ingin mendapatkan konsumen baru yang sebelumnya 
tidak bisa mendapatkan produk tersebut. 
                                                          
139 Adiwidya Imam Rahayu, op.cit. hlm 57. 
140 Bank Sinarmas, 2018, Flash Sale: Konsep Belanja Yang Wajib Kamu Pahami Biar Nggak 
Konsumtif (online), https://www.banksinarmas.com/biasakansekarang/flash-sale-konsep-belanja-
yang-wajib-kamu-pahami-biar-nggak-konsumtif/ (04 April 2021) 
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Bagi pelaku usaha e-commerce menerapkan metode promosi flash sale 
dapat memberikan keuntungan, diantaranya untuk meningkatkan strategi tingkat 
omzet penjualan, untuk meningkatkan transaksi dari beragam konsumen, dan 
menjadikan toko online semakin dikenal oleh konsumen lainnya.141 Dalam praktek 
predatory pricing, apabila suatu pelaku usaha melakukan penetapan harga yang 
sangat rendah maka dapat dicurigai mempunyai maksud untuk menyingkirkan 
pelaku usaha pesaingnya. sehingga dalam membuktikan pelaku usaha tersebut 
sebagai predatory harus dilakukan horizontal comparison, yaitu dengan melakukan 
perbandingan terhadap harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lainnya. 
Indikasi terjadinya praktek predatory pricing mulai dicurigai ketika pelaku 
usaha menetapkan harga barang dan atau jasa yang sangat rendah yang 
dihasilkannya dalam suatu periode yang cukup lama dengan maksud untuk 
menyingkirkan pesaing lainnya.142 Metode promosi flash sale pada umumnya 
memberikan diskon atau potongan harga terhadap suatu barang dengan jumlah 
barang yang ditawarkan sangat terbatas dan waktu tertentu. Mengingat ketentuan 
pelaksanaan flash sale ditentukan lama durasinya yaitu dalam waktu 6 jam, 3 jam, 
dan 10 menit, serta jeda waktu 5 hari terhadap produk yang sama. Terkait jumlah 
barang pun bukan jumlah barang yang ditawarkan secara besar-besaran. Karena 
tujuan flash sale hanya untuk meningkatkan strategi penjualan dan 
memperkenalkan toko online kepada konsumen diwaktu yang singkat, dan bukan 
untuk waktu yang cukup lama. 
Selanjutnya apabila ditinjau dari penjabaran unsur-unsur predatory pricing 
dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 jika dikaitkan dengan praktek pelaksanaan 
metode promosi flash sale sebagai berikut: 
1. Unsur pelaku usaha 
Pelaksanaan praktek metode promosi flash sale dalam e-commerce 
melibatkan 2 pihak didalamnya, yaitu pelaku usaha atau penjual dan 
pembeli. Sehingga terkait dengan pemenuhan unsur pelaku usaha 
dalam praktik predatory pricing terpenuhi. 
2. Unsur pemasokan 
                                                          
141 Ibnu Ismail, 2021, Flash Sale adalah Strategi Pemasaran Untuk Mempercepat Pembelian 
(online), https://accurate.id/marketing-manajemen/flash-sale-adalah/ (21 April 2021) 
142 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, loc.cit. hlm 16. 
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Sebagaimana dalam prakteknya kegiatan flash sale juga menyediakan 
pasokan suatu produk untuk diperjual belikan dalam kegiatan flash 
sale. Namun pasokan barang yang disediakan oleh pelaku usaha dalam 
kegiatan flash sale berjumlah terbatas. Meskipun pasokan barang 
berjumlah terbatas, namun unsur pemasokan barang dalam unsur 
predatory pricing tetap terpenuhi karena adanya pasokan barang yang 
disediakan khusus untuk kegiatan flash sale. 
3. Unsur barang 
Adanya barang yang diperjualbelikan dalam kegiatan flash sale 
memenuhi unsur barang dalam unsur predatory pricing. Meskipun 
barang/produk yang disediakan untuk kegiatan flash sale harus 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing e-
commerce. Berikut contoh beberapa ketentuan barang yang mengikuti 
flash sale pada e-commerce Shopee yaitu: 
a. Dilarang menominasikan produk kesehatan (kecuali alat medis 
selain APD) yang tidak memiliki izin edar produk dari BPOM RI atau 
Kementerian Kesehatan RI. 
b. Dilarang menominasikan produk kecantikan (kecuali alat 
kecantikan) yang tidak terdaftar di BPOM RI. 
c. Dilarang menominasikan produk yang berisiko membahayakan 
pengguna atau orang lain. 
d. Dilarang menominasikan produk yang berisiko berbahaya bagi 
anak-anak. 
e. Dilarang menominasikan produk kategori dewasa usia 21 ke atas. 
f. Dilarang menominasikan produk bekas & yang diperbarui 
(refurbished). 
g. Dilarang menominasikan produk kemasan ulang (share in jar). 
h. Dilarang menominasikan produk MLM ( Multi-level Marketing). 
i. Dilarang menominasikan produk model produk yang jauh berbeda 




j. Dilarang menominasikan produk elektronik yang memiliki sertifikasi 
alat & perangkat telekomunikasi.143 
Sehingga unsur barang pada praktek promosi flash sale dalam unsur 
predatory pricing terpenuhi. 
4. Unsur jasa 
Pada umumnya jual beli yang dilakukan dalam e-commerce merupakan 
jual beli suatu produk berbentuk barang berwujud. Sehingga dalam 
deskripsi produk tertera jumlah stok barang, berat & tinggi barang, dan 
variasi-variasinya. Dalam ketentuan produk yang dapat diikutsertakan 
dalam kegiatan flash sale merupakan deskripsi produk berupa barang 
bergerak, bukan produk berupa jasa. Sehingga unsur jasa dalam 
kegiatan flash sale tidak terpenuhi untuk praktek predatory pricing. 
5. Unsur jual rugi 
Pelaksanaan jual rugi dalam kegiatan promosi flash sale dapat dilihat 
dari adanya penetapan diskon yang diberlakukan. Dengan ketentuan 
minimal pemberian diskon adalah 1%, namun sebagian besar pelaku 
usaha menetapkan diskon diatas 50%. Sehingga diskon dengan 
potongan harga diatas 50% dari harga normal dan jauh dari harga 
pasarannya berkaitan dengan praktek jual rugi. Sehingga unsur jual 
rugi dalam praktek predatory pricing terpenuhi dalam pelaksanaan flash 
sale. 
6. Unsur harga yang sangat rendah 
Mengingat dalam pelaksanaan kegiatan flash sale dengan pemberian 
diskon sebagian besar diatas 50%, maka tidak sedikit yang menetapkan 
harga pada produk yang diperjualbelikan seharga Rp 99,00 saja untuk 
produk yang dalam harga pasarannya jauh lebih tinggi dari tetapan 
harga dalam kegiatan flash sale tersebut. Untuk itu unsur harga yang 
sangat rendah dalam kegiatan flash sale terpenuhi dalam unsur praktek 
predatory pricing. 
7. Dengan maksud 
                                                          
143 Shopee, Flash Sale Shopee, op.cit. hlm. 6 
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Berkaitan dengan kegiatan jual rugi dan menetapan harga yang sangat 
rendah dalam pelaksanaan flash sale tersebut memiliki maksud dan 
tujuan yang ingin dicapai oleh penjual/pelaku usaha. Salah satu 
maksud dan tujuan dilakukan flash sale adalah untuk menarik minat 
konsumen terhadap toko online pelaku usaha dan tidak dalam periode 
waktu yang lama. Sehingga unsur dengan maksud tersebut terpenuhi 
dalam praktek kegiatan promosi flash sale, mengingat adanya maksud 
dan tujuan dengan dilakukannya praktek jual rugi dan menetapkan 
harga yang rendah. 
8. Unsur menyingkirkan atau mematikan 
Mengingat maksud dan tujuan flash sale adalah untuk menarik minat 
konsumen dalam kegiatan promosinya, juga terdapat salah satu tujuan 
yaitu sebagai bentuk penghabisan stok dalam produksinya dan tidak 
dengan maksud untuk menyingkirkan dan mematikan usaha pesaing 
lain. Karena kembali lagi pada prinsip dasar flash sale sebagai fasilitas 
promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha e-commerce untuk 
mengenalkan produk yang diperjualbelikan terhadap konsumen, serta 
metode untuk meningkatkan penjualan. Sehingga unsur menyingkirkan 
atau mematikan usaha pesaing tidak terpenuhi pada pelaksanaan flash 
sale. Karena terdapat perbedaan maksud dan tujuan antara flash sale 
dengan praktek predatory pricing. 
9. Unsur usaha pesaing 
Dalam e-commerce, adanya pelaku usaha lain yang turut serta dalam 
kegiatan jual beli yang terjadi. Pelaku usaha lain dengan berbagai 
macam variasi produk yang diperjualbelikan. Sehingga sangat 
memungkinkan apabila terdapat pelaku usaha satu dengan pelaku 
usaha lain menjual suatu produk yang sama. Maka dari itu terkait unsur 
usaha pesaing dalam kegiatan promosi flash sale terpenuhi sebagai 
mana termasuk dalam unsur praktek predatory pricing. 
10. Unsur pasar 
Kegiatan flash sale mayoritas dilaksanakan dalam situs e-commerce. 
Dimana seluruh kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli bertemu 
tidak secara langsung, namun tetap adanya kesepakatan antara 
penjual dan pembeli, termasuk mengenai harga yang ditawarkan. 
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Sehinga unsur pasar dalam praktek predatory pricing terpenuhi dalam 
pelaksanaan flash sale. 
11. Unsur pasar bersangkutan 
Seperti halnya yang telah diketahui, bahwa kegiatan jual beli dalam e-
commerce terdiri dari beberapa pelaku usaha yang bergabung. 
Sehingga besar kemungkinan jangkauan pemasaran dan produk pelaku 
usaha satu dengan pelaku usaha lain memiliki kesamaan. Untuk itu 
mengenai unsur pasar bersangkutan dalam praktek predatory pricing 
terpenuhi pada pelaksanaan flash sale. 
12. Unsur praktek monopoli 
Kegiatan promosi flash sale pada dasarnya tidak mengakibatkan 
pemasaran atas suatu produk dari toko online tertentu menjadi 
terpusatkan. Mengingat bahwa banyaknya pula pelaku usaha lainnya 
yang turut ikut serta dalam kegiatan flash sale agar menarik perhatian 
konsumen, dan tidak ada upaya dari pelaku usaha untuk menjadi 
pelaku usaha dominan di e-commerce yang membuat persaingan usaha 
antar pelaku usaha menjadi tidak adil. Selain itu juga karena produk 
yang ditawarkan dalam kegiatan flash sale memiliki ketentuan batasan 
pembelian pada setiap event-nya. Salah satu contoh e-commerce 
Shopee yang menetapkan batas maksimum pembelian untuk setiap 1 
produk yang ditawarkan pada kegiatan flash sale adalah berjumlah 
12.144 Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
karena adanya batas maksimum pembelian untuk 1 produk yang 
ditawarkan pada kegiatan flash sale. Untuk itu unsur praktek monopoli 
dalam kegiatan promosi flash sale tidak terpenuhi sebagai unsur 
praktek predatory pricing. 
13. Unsur persaingan usaha tidak sehat 
Kegiatan flash sale yang dilakukan oleh pelaku usaha e-commerce 
dilaksanakan secara jujur, tidak melawan hukum, dan tidak 
menghambat persaingan usaha pesaing lainnya. Dilaksanakan dengan 
jujur, karena dengan adanya penjelasan mengenai produk yang 
ditawarkan dalam deskripsi produk, dicantumkannya harga produk 
                                                          
144 Shopee, Flash Sale Shopee, op.cit. hlm 10. 
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yang ditawarkan sebelum dan sesudah diskon, dan pembayaran 
dilakukan sesuai dengan harga yang tertera. Selain itu, produk atau 
barang yang ditawarkan juga telah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh pihak e-commerce, sebagaimana barang/produk yang 
ditawarkan tidak melanggar ketentuan undang-undang. Dan kegiatan 
promosi flash sale tidak menghambat persaingan usaha lainnya, karena 
seluruh pelaku usaha usaha e-commerce tanpa terkecuali dapat turut 
serta dalam kegiatan promosi flash sale asalkan menaati ketentuan 
kegiatan flash sale yang telah ditetapkan oleh e-commerce. Seperti 
tujuan flash sale pada dasarnya, dimana flash sale merupakan salah 
satu strategi promosi yang di fasilitasi oleh e-commerce untuk 
memperkenalkan produk yang dijual kepada para konsumen. Untuk itu 
ada unsur persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan flash sale 
tidak terpenuhi sebagai unsur praktek predatory pricing.  
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, jika dilihat dari analisis 
berdasarkan unsur-unsur Pasal 20, bisa saja pelaku usaha melakukan praktik 
predatory pricing sebagai salah satu bentuk strategi penjualan yang dilakukan, 
berupa penetapan harga promosi seperti halnya dalam flash sale. Tetapi dengan 
melihat lagi, bahwa metode promosi flash sale dilakukan secara terus menerus 
tanpa dalam jangka waktu yang lama, pelaku usaha yang melakukan predatory 
adalah pelaku usaha dominan dalam pasar, yang dilihat dominan dari segi sistem 
kekuatan modal, teknologi yang digunakan, dan sistem pengelolaan keuangan 
yang kuat. Untuk itu harus dibuktikan melalui pendekatan rule of reason. 
Namun berkaitan dengan pelaksanaan metode promosi flash sale yang 
dimaksud dalam penelitian ini, hal tersebut tidak bisa menjadikan pelaku usaha 
yang melakukan penetapan harga promosi sebagai pelaku predatory pricing 
berdasarkan Pasal 20 karena unsur-unsurnya tidak tepat dan tidak terpenuhi 
secara menyeluruh. Jika dilihat melalui tabel perbandingan antara pelaksanaan 
metode promosi flash sale dengan praktik predatory pricing sebagai berikut: 
Tabel 2. 
Tabel Perbandingan antara Predatory Pricing dengan Flash Sale 
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No. Pembeda Predatory Pricing Flash Sale 
1.  Niat Ada niat Ada niat 







membeli produk yang 
ditawarkan 
3. Jangka waktu Jangka waktu berlangsung 
lama 
Jangka waktu singkat 
(ada ketentuan durasi 
pelaksanaan yang 
diatur selama 6 jam, 3 
jam, 10 menit, dan 
pada produk yang 
sama terdapat jeda 5 
hari) 
4. Pelaku Pelaku usaha dominan Seluruh pelaku usaha 
e-commerce 
Sumber : Kreasi Penulis, diolah, 2021. 
Melihat dari tabel perbandingan diatas, bahwa adanya perbedaan terkait 
praktek predatory pricing dengan flash sale, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
melihat maksud dan tujuan flash sale berbeda dengan penerapan praktek 
predatory pricing, yang dimana tujuan dari praktek predatory pricing adalah 
menetapkan harga rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan pelaku 
usaha lain dipasar yang sama dan disertai adanya niat dari pelaku usaha dominan 
untuk melakukan tindakan tersebut. Sedangkan pada pelaksanaan metode 
promosi flash sale tetap pada dasarnya hanya merupakan praktek “promosi” yang 
bertujuan untuk menarik, membujuk, memperngaruhi konsumen untuk membeli 
produk yang ditawarkan. Dimana promosi dikenal sebagai bagian dan proses 
strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar agar suatu 
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produk yang diperjualbelikan dapat dikenal lebih luas,145 yang memiliki tujuan 
untuk memodifikasi tingkah laku dimana penjual selalu menciptakan kesan baik 
terhadap profilnya agar terdorongnya pembelian produk dari pelaku usaha, 
memberitahu terkait dengan penawaran pasar, mendorong penjualan, dan 
meningkatkan perolehan keuntungan pelaku usaha.146 
Melihat juga penjabaran dari analisis unsur-unsur Pasal 20 UU No. 5 Tahun 
1999 terhadap kegiatan promosi flash sale, ditemukan bahwa adanya beberapa 
unsur yang tidak terpenuhi sehingga metode promosi flash sale tidak dapat 
dikategorikan kedalam praktek predatory pricing. Beberapa unsur yang tidak 
terpenuhi antara lain unsur jasa, unsur menyingkirkan atau mematikan, unsur 
praktek monopoli, dan unsur persaingan usaha tidak sehat. Tidak terpenuhinya 
seluruh unsur predatory pricing dalam Pasal 20 tersebut, menjadikan kegiatan 
metode promosi flash sale tidak dapat dikategorikan sebagai praktek predatory 
pricing dalam perspektif persaingan usaha. 
B. Akibat hukum dari metode promosi flash sale terhadap persaingan 
usaha 
Seiring dengan berkembangnya perdagangan saat ini, yang semula 
menggunakan cara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara 
penjual dan pembeli, dan kemudian  saat ini mayoritas pelaku usaha telah 
menggunakan transaksi berbasis digital atau yang biasa dikenal dengan istilah e-
commerce. E-commerce merupakan serangkaian kegiatan yang menyangkut 
konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan 
menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet.147 
Pelaksanaan bisnis digital atau e-commerce diatur dalam Pasal 1 angka 2 
UU ITE, yang menerangkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Seiring 
dengan berkembangnya bisnis digital, hubungan hukum para pihak dalam e-
commerce muncul ada beberapa kategori,  yaitu Business to Business (B2B), 
                                                          
145 Ramsiah Tasruddin, Strategi Promosi Periklanan Yang Efektif, Jurnal Al Khitabah, Vol. 2 
No.1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm 109. 
146 Ibid,. 
147 Sultan Remy Sjahdenini, E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum, Majalah Hukum 
Bisnis, Vol. 1 No. 12, 2011, hlm 16. 
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Business to Consumer (B2C), dan Consumer to Consumer (C2C).148 Business to 
Business adalah hubungan bisnis antar pelaku usaha atau perusahaan yang 
dilakukan secara rutin dengan kapasitas produksi yang besar. Hubungan ini 
terbentuk berdasarkan kepercayaan dan sudah terjalin hubungan yang lama 
sehingga saling mengetahui antar para pelaku usaha.149 Sedangkan Business to 
Consumer merupakan transaksi bisnis yang dilakukan oleh produsen atau pelaku 
usaha kepada konsumen secara langsung. Dan untuk kategori Consumer to 
Consumer ialah transaksi bisnis yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada 
individu atau konsumen lainnya.150 
Adanya kategori model bisnis dalam e-commerce yang berbeda-beda inilah 
yang menjadikan persaingan usaha lebih rumit dan kompleks. Mengingat dalam 
kategori hubungan bisnis tersebut memiliki persamaan dalam hal melakukan jual 
beli pada produk yang sama namun dengan penerapan metode yang berbeda. 
Penggunaan situs e-commerce memberikan kesempatan agar suatu produk yang 
ditawarkan oleh pelaku usaha lebih dikenal konsumen secara rutin. Sehingga pelaku 
usaha pun mau tidak mau harus memikirkan cara agar selalu menarik konsumen 
dan mempertahankan pangsa pasarnya. Pada era saat ini, banyaknya kemudahan 
yang diperoleh pelaku usaha e-commerce guna mencari informasi untuk 
mempermudah melakukan strategi promosi. Flash sale adalah salah satu fasilitas 
e-commerce yang sering digunakan. Karena dengan adanya tampilan pada 
halaman awal e-commerce, menjadikan konsumen tertarik untuk mengunjungi 
laman flash sale yang mencantumkan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. 
Semakin banyaknya konsumen yang mengunjungi halaman situs e-
commerce yang mengadakan flash sale, maka target pengunjung sebagai indikator 
dalam e-commerce akan otomatis memetakan pasar yang sedang pelaku usaha 
raih.151 Dalam pelaksanaan flash sale, pelaku usaha juga dihadapkan dengan 
dampak yang akan timbul. Begitupun juga terdapat dampak yang dirasakan oleh 
konsumen, maupun antar pelaku usaha lainnya. Berikut uraian dampak terkait 
dengan pelaksanaan metode promosi flash sale : 
                                                          
148 Basri Effendi, loc.cit.  
149 Ibid,. 
150 Mahir Pradana, Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia, Jurnal Neo-bis, 
Vol. 9 No. 2, Universitas Telkom Bandung, 2015, hlm 36. 
151 Randy Dimas Virgiawan, op.cit. hlm 46 
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a. Dampak flash sale terhadap konsumen 
Meskipun kerap flash sale dikatakan sebagai langkah yang efektif 
untuk menarik konsumen agar tertarik membeli produk yang ditawarkan. 
Disisi lain terdapat beberapa konsumen yang tidak serta merta menikmati 
bentuk dari promosi flash sale. Sehubung dengan promosi dikatakan 
sebagai bentuk informasi yang digunakan untuk membujuk konsumen 
yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka tidak sedikit pula konsumen yang 
merasa bahwa informasi yang diberikan tidak sesuai dan tidak benar. 
Misalnya mengenai kuantitas barang yang tidak tertera secara spesifik, 
yang membuat konsumen ragu akan jumlah barang yang tersedia. Ada 
pula beberapa konsumen mengeluhkan informasi terhadap salah satu 
barang yang tersedia, namun ketika hendak melakukan proses 
pembayaran, status barang yang diperdagangkan telah berubah menjadi 
“stok kosong” oleh sistem situs e-commerce.152 Sehingga tidak selamanya 
dampak dari flash sale menimbulkan dampak yang positif, tetapi ada juga 
dampak negatifnya. Adapun dampak positif dari flash sale adalah : 
1. Memperkenalkan model berbelanja secara online kepada 
masyarakat; 
2. Mendapatkan harga produk yang lebih murah dari harga 
pasarnya (harga normalnya); 
3. Efisien waktu, karena waktunya terbatas dan singkat; 
4. Jangkauan yang luas.153 
Adapun mengenai dampak negatif dari kegiatan flash sale pada e-
commerce adalah sebagai berikut: 
1. Manipulasi sistem oleh oknum pelaku usaha atau pihak yang 
tidak bertanggung jawab terkait dengan promo flash sale 
tersebut; 
2. Informasi yang didapatkan oleh konsumen tidak sepenuhnya 
lengkap; 
3. Menurunnya pengalaman berbelanja oleh konsumen terhadap 
situs e-commerce tertentu; 
                                                          
152 Ibid,. hlm. 53 
153 Ibid,. hlm 48. 
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4. Menurunnya tingkap kepercayaan konsumen untuk 
menggunakan situs e-commerce yang menimbulkan kerugikan 
bagi konsumen.154 
b. Dampak flash sale terhadap pelaku usaha 
Bentuk pelaksanaan flash sale dapat diterapkan oleh pelaku usaha 
guna untuk menarik konsumen atau pengguna situs e-commerce. Berbagai 
upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menyelenggarakan flash 
sale, diantaranya kesiapan infrastruktur elektronik dan ketahanan sinyal 
elektronik, ketersediaan barang, dan yang paling utama ialah adanya 
ketersediaan modal yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk 
melaksanakan metode promosi flash sale.155 Mengingat kegiatan flash sale 
ini adalah sebagai bentuk promosi penjualan atas suatu produk yang 
ditawarkan dengan memberikan penawaran harga yang lebih rendah dari 
harga normalnya. Meskipun hal ini sudah lumrah dilakukan oleh pelaku 
usaha, dimana kegiatan flash sale di e-commerce ini sangat dipengaruhi 
oleh modal dari pelaku usaha e-commerce tersebut.156 
Para pelaku usaha pun mengharapkan bahwa adanya flash sale 
dapat menumbuhkan persaingan usaha yang sehat, yang tidak sekedar 
menunjukkan kekuatan modal antar masing-masing pelaku usaha e-
commerce. Karena apabila hanya adu kuat-kuatan modal, maka 
dikhawatirkan bagi pelaku usaha yang baru merintis bisnisnya dalam e-
commerce akan tersingkir dan mati karena tidak dapat bersaing melalui 
metode promosi flash sale. 
Kegiatan flash sale selain berhubungan dengan konsumen, kegiatan 
tersebut juga berhubungan antar pelaku usaha. Karena flash sale merupakan salah 
satu bentuk promosi yang dapat mengarah pada unsur persaingan usaha tidak 
sehat. Regulasi terkait flash sale mengacu pada ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 
1999, yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan 
barang dan atau jasa dengan cara jual rugi atau menetapkan harga lebih rendah 
dari harga normalnya, dengan maksud bertujuan untuk menyingkirkan atau 
                                                          
154 Ibid,. hlm 48. 
155 Ibid,. hlm 48. 
156 Ibid,. hlm. 49 
70 
 
mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan.157 Hal tersebut dapat 
memunculkan gambaran mengenai adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat 
atau bisa mengarah pada praktek monopoli. Perlu diketahui dalam bisnis digital 
salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat adalah digital monopoly.158 Untuk 
itu dalam persaingan usaha dikenal dengan prinsip rule of reason dan per se illegal 
untuk menilai suatu perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha 
sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang persaingan usaha.159  
Prinsip rule of reason dan per se illegal dipergunakan untuk menilai suatu 
tindakan dalam praktek persaingan usaha. Penjelasan secara sederhana bahwa 
pendekatan rule of reason menggunakan pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan ini merupakan suatu pendekatan penyelesaian kasus yang diterapkan 
oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi dengan menelaah 
suatu tindakan bisnis yang telah dilakukan oleh pelaku bisnis dan memberikan 
penilaian apakah mengandung adanya unsur persaingan usaha yang sehat atau 
tidak. Dalam pendekatan rule of reason, pencari fakta harus mempertimbangkan 
dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan 
menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian 
umum.160 Berbeda pengertian dengan pendekatan per se illegal ialah dengan 
menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai praktek ilegal, 
dengan tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari 
perjanjian atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis.161 Pendekatan 
per se illegal ini berpatok pada undang-undang, sehingga penilaian dari tindakan 
pelaku bisnis tanpa harus membuktikan dampak yang ditimbulkan terhadap 
perekonomian. 
Kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha salah satunya adalah 
praktek jual rugi (predatory pricing). Predatory pricing merupakan kegiatan yang 
dilarang secara rule of reason yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan 
faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan 
                                                          
157 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
158 Basri Effendi, op.cit. hlm 29. 
159 Ibid,. hlm 28. 
160 Wihelmus Jemarut, Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Perkara 
Persaingan Usaha, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm 378. 
161 KPPU, op.cit. hlm 66. 
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perdagangan, yang dengan maksud untuk mengetahui apakah hambatan tersebut 
bersifat mencampuri, memengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan. 
Namun dengan kata lain apakah tindakan dianggap menghambat persaingan atau 
mendorong persaingan ditentukan oleh nilai ekonomi, yaitu dengan 
memaksimalkan kepuasaan keinginan konsumen melalui alokasi yang paling 
efisien.162 
Predatory pricing adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha 
dengan menetapkan harga di bawah harga produksi yang dengan maksud 
menyingkirkan pesaing baru maupun pesaing lainnya, yang sebagaimana 
merupakan kegiatan yang dilarang yang termuat dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 
1999. Strategi penetapan harga yang sangat rendah dalam limit pricing strategy 
diidentifikasikan sebaga bentuk keinginan pelaku usaha dominan untuk melindungi 
posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga secara substansial.163 Perilaku 
tersebut bertujuan untuk tidak memberikan kesempatan atau mencegah daya tarik 
pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri sehingga pelaku usaha dominan 
mempertahankan posisi dominannya.164 
Disamping itu Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”165 
Sehubung diaturnya ketentuan Pasal 7, dapat dikatakan bahwa pelaku 
usaha diperbolehkan melakukan praktek jual rugi, tetapi dengan syarat perbuatan 
jual rugi yang dilakukan tidak akan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.166 
Salah satu contoh kasus yang telah diputuskan oleh KPPU karena telah melanggar 
ketentuan Pasal 20 terkait dengan praktik predatory pricing, yaitu kasus PT Conch 
South Kalimantan Cement. Kasus PT Conch South Kalimantan Cement ini bermula 
dari adanya laporan publik dan mengangkat adanya dugaan pelanggaran Pasal 20 
UU No. 5 Tahun 1999, khususnya berkaitan dengan upaya jual rugi dan/atau 
                                                          
162 Rezmia Febrina, Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku 
Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha, Jurnal Selat, Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum 
Universitas Lancang Kuning, 2017, hlm 235. 
163 Ibid,. hlm 244. 
164 Ibid,. hlm 244. 
165 Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat 
166 Rezmia Febrina, op.cit. hlm 245. 
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penetapan harga yang sangat rendah yang dilakukan oleh Terlapor. Dalam Putusan 
KPPU pada tanggal 15 Januari 2021, Majelis Komisi Penanganan Perkara No. 
03/KPPU-L/2020 menyimpulkan bahwa PT Conch telah melakukan praktik jual rugi 
pada tahun 2015, dengan melakukan penetapan harga yang sangat rendah pada 
tahun 2015 hingga 2019. Atas fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Komisi 
menjatuhkan hukuman berupa benda administratif kepada PT Conch sejumlah Rp 
22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).167 
Berdasarkan data ASI, pelaku usaha yang melakukan kegiatan 
perdagangan di wilayah Kalimantan Selatan terdapat 9 pelaku usaha diantaranya: 
1) PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk yang memproduksi dan menjual 
semen merk “Semen Tiga Roda”; 
2) PT Semen Gresik (persero), Tbk yang memproduksi dan menjual semen 
dengan merk “Semen Gresik”; 
3) PT Semen Tonasa (persero), yang memproduksi dan menjual semen 
dengan merk “Semen Tonasa”; 
4) PT Solusi Bangun Persada, Tbk atau sebelumnya lebih dikenal dengan 
nama PT Holcim Indonesia, Tbk yang memproduksi dan menjual 
dengan merk semen “Semen Holcim”; 
5) PT Semen Bowowa Maros, yang memproduksi dan menjual semen 
dengan merk “Semen Bosowa”; 
6) PT Jui Shin Indonesia, yang memproduksi dan menjual semen dengan 
merk “Semen Garuda”; 
7) PT Cemindo Gemilang, yang memproduksi dan menjual semen dengan 
merk semen “Semen Merah Putih”; 
8) PT Semen Jawa, yang memproduksi dan menjual semen dengan merk 
‘Semen SCG”; 
9) Terlapor yaitu PT Conch South Kalimantan Cement yang memproduksi 
dan menjual semen dengan merk “Semen Conch”. 
Diketahui bahwa 2 diantara 9 pelaku usaha yang memperdagangkan 
semen di Wilayah Kalimantan tersebut yang melakukan kegiatan produksi semen, 
                                                          
167 KPPU, Siaran Pers KPPU No. 019/KPPU-PR/III/2021, PUTUSAN KPPU ATAS PT COCH 
SOUTH KALIMANTAN CEMENT DIKUATKAN PENGADILAN NIAGA, hlm 1. 
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yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk dan PT Conch South Kalimantan 
Cement yang dalam hal ini sebagai Terlapor. Berdasarkan fakta dalam 
persidangan, diketahui bahwa pada tahun 2014 pangsa pasar Terlapor masih pada 
angka 0%. Hal ini disebabkan karena Terlapor belum melakukan penjualan pada 
tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Terlapor mulai menjual produknya sendiri 
dalam jumlah besar dan dengan harga yang sangat rendah. Masuknya Terlapor 
dalam pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan ini telah mengubah struktur 
pasar secara signifikan dan terjadi penurunan pangsa pasar oleh beberapa pelaku 
usaha lainnya di pasar geografis Kalimantan Selatan. 
Berbeda halnya dengan kondisi penurunan pangsa pasar yang dialami oleh 
sebagian besar pelaku usaha semen di wilayah Kalimantan Selatan tersebut, 
berbanding terbalik dengan kenaikan signifikan yang dialami oleh Terlapor sebesar 
43,65%. Dimana terlapor baru saja memulai masuk kedalam pasar, dan baru 
memasarkan produknya pada bulan Januari 2015, dan kemudian pada tahun 2018 
mengalami kenaikan menjadi 49%, dan pada kuartal 3 tahun 2019 pangsa pasar 
Terlapor terus bertahan di angka 46,56% pada tahun 2019. Berdasarkan fakta 
tersebut, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai bahwa Terlapor yaitu 
PT Conch South Kalimantan Cement di Kalimantan Selatan telah melanggar 
ketentuan dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan upaya jual rugi 
dan/atau penetapan harga yang sangat rendah dalam penjualan semen di Wilayah 
Kalimantan dengan terlebih dahulu membandingkan peningkatan pangsa pasar 
Terlapor dengan pelaku usaha lainnya dimulai ada awal tahun 2015 sampai dengan 
tahun 2019.168 
Adapun melihat pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Nomor: 
03/KPPU-L/2020 pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Berkaitan Pemenuhan Unsur Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 
a. Unsur Pelaku Usaha 
Berdasarkan Akta Pendirian PT Conch South Kalimantan Cement 
Nomor: 05 , tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris 
                                                          
168 Endang Sihombing, Kajian Hukum Tentang Jual Rugi Oleh PT Conch South Kalimantan 
Cement Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-




bernama Hizmelina, S.H, di Jakarta dan berkedudukan di Kota 
Administrasi Jakart Utara, Provinsi DKI Jakarta, serta PT Conch adalah 
Perseroan Terbatas yang memiliki bidang usaha industri semen yang 
mencakup kegiatan produksi dan menjual semen, maka dalam hal ini 
pemenuhan unsur-unsur pelaku usaha yang terkadung dalam Pasal 1 
angka 5 UU No. 5 Tahun 199 terpenuhi. 
b. Unsur Pemasokan 
Apabila melihat dalam praktiknya, PT Conch South Kalimantan Cement 
yang melakukan kegiatan usaha berupa memproduksi, 
memperjualbelikann semen yang jumlahnya tidak terbatas di wilayah 
Kalimantan Selatan, maka dengan ini Terlapor kerap melakukan 
pemasokan terhadap produk semen untuk dijual pada konsumen 
maupun disalurkan kepada para distributor. Sehingga unsur 
pemasokan dalam hal ini terpenuhi. 
c. Unsur barang atau jasa 
Barang dalam perkara ini ialah barang berupa semen yang umumnya 
dipasarkan, yaitu semen jenis Portland Composite Cement (PCC) yang 
diproduksi oleh Terlapor. Sehingga demikian unsur ini terpenuhi. 
d. Unsur jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah 
Diketahui bahwa pada tahun 2015 harga pokok penjualan Terlapor 
masih jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga jual rata-
rata pelaku usaha lainnya, hal ini yang mengakibatkan Terlapor 
mengalami kerugian pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 
hingga 2019, Terlapor menetapkan harga pokok penjualan lebih rendah 
dibandingkan harga jual rata-rata. Bahwa demikian Terlapor dinilai 
telah melakukan praktik jual rugi pada tahun 2015. Hingga pada tahun 
2019, harga jual semen jenis PC Terlapor lebih rendah dibandingkan 
pelaku usaha pesaing lainnya. sehingga unsur ini telah terpenuhi. 
e. Unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya 
Berdasarkan pangsa semen di wilayah Kalimantan Selatan, diketahui 5 
pelaku usaha yang keluar dari wilayah Kalimantan Selatan setelah 
mengalami penurunan penjualan dan berusaha untuk menurunkan 
harga jual yang kemudian tidak mampu untuk bersaingan dengan 
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harga jual semen pada pasar bersangkutan. Hal ini menunjukkan 
bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi. 
f. Unsur pasar bersangkutan 
Sebenarnya dalam hal ini ada 2 jenis semen yang diproduksi dan 
dipasarkan oleh Terlapor, yaitu jenis semen Ordinary Porland Cement 
(OPC) dan Portland Composite Cement (PCC). Namun, berdasarkan 
keterangan saksi yang menunjukkan jenis semen yang diproduksi dan 
mendominasi adalah jenis PCC. Dan Terlapor juga turut melakukan 
produksi dan pemasaran di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan 
demikian unsur pasar bersangkutan telah terpenuhi. 
g. Unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat 
Berdasarkan tindakan Terlapor dalam menerapkan strategi harga jual 
dibawah harga pokok penjualan pada tahun 2015, dan dengan 
menetapkan harga yang sangat rendah dibandingkan pelaku usaha 
pesaingnya hingga tahun 2019 yang berdampak pada peningkatan 
pasar Terlapor secara signifikan hingga keluarnya 5 pelaku usaha 
pesaing dari pasar bersangkutan. Sehingga demikian unsur 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan 
usaha tidak sehat terpenuhi. 
Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan, untuk itu 
KPPU memuat amar putusan dengan: 
1. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 UU 
No. 5 Tahun 1999; 
2. Menghukum Terlapor membayar denda sejumlah Rp 22.352.000.000 (dua 
puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) atas pelanggaran 
Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai 
setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 
Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 
425812; 
3. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-




4. Memerintahkan Terlapor melaporkan dan menyerahkan salinan bukti 
pembayaran denda ke KPPU.169 
Berdasarkan salah satu contoh kasus predatory pricing/praktik jual rugi 
tersebut yang melanggar ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 bahwa pada 
dasarnya predatory pricing tersebut terpenuhi, apabila: 
1. Pelaku usaha dominan; 
2. Adanya harga yang sangat rendah jika dibandingkan harga jual rata-
rata pelaku usaha pesaingnya; 
3. Bertujuan menyingkirkan dan mematikan usaha pesaing lainnya di 
pasar bersangkutan; 
4. Terdapat akibat yang ditimbulkan dari menerapan jual rugi, yaitu 
dibuktikan adanya pelaku usaha lain yang keluar dari pasar 
bersangkutan; 
5. Terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
Dengan demikian apabila meninjau maksud dan tujuan pelaksanaan 
metode promosi flash sale yang dalam pelaksanaannya dengan cara menetapkan 
harga barang yang sangat rendah dengan jangka waktu tertentu dan jumlah 
barang yang sangat terbatas yang memiliki tujuan diantaranya untuk 
memperkenalkan toko pelaku usaha e-commerce kepada konsumen baru, dan 
menarik daya tarik konsumen. Jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pelaku 
usaha e-commerce bertujuan agar kegiatan flash sale tidak mengakibatkan 
kerugian yang cukup besar bagi pelaku usaha. Untuk itu kegiatan flash sale tidak 
dilakukan dalam periode waktu yang lama. Karena sejatinya metode promosi flash 
sale hanya merupakan strategi promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha karena 
adanya fasilitas yang diberikan oleh pihak e-commerce yang bertujuan untuk 
memperkenalkan suatu produk pelaku usaha kepada konsumen secara gratis, dan 
untuk meningkatkan penjualan dalam e-commerce. 
Namun, pelaksanaan kegiatan flash sale dapat berpotensi menimbulkan 
adanya praktek predatory pricing terjadi, apabila : 
1. Adanya niat pelaku usaha; 
                                                          
169 Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2020, hlm 393. 
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2. Pelaku usaha yang melakukan predatory pricing adalah pelaku usaha 
dominan. Dominan dalam penguasaan pasar, segi kekuatan modal, 
sistem elektronik, dan segala hal yang menunjang dilakukannya 
kegiatan flash sale terus menerus; 
3. Adanya maksud dan tujuan untuk menyingkirkan dan mematikan usaha 
pesaing; 
4. Jangka waktu pelaksanaan flash sale tidak terbatas, hingga 
berlangsung lama. 
Untuk itu, sehubung predatory pricing dilakukan dengan pendekatan rule 
of reason, yaitu  suatu perbuatan yang dilarang harus terbukti telah 
mengakibatkan salah satu atau beberapa unsur performansi industri/sektor 
menurun, misalnya telah mengakibatkan menurunnya kesejahteraan konsumen, 
efisiensi atau mengurangi persaingan.170 Predatory pricing ini bisa terjadi apabila 
pelaku usaha lainnya lemah, dan adanya halangan untuk masuk ke dalam pasar 
baik bagi perusahaan baru maupun bagi perusahaan yang dikalahkan.171 Maka 
dalam membuktikan pelaksanaan metode promosi flash sale yang dapat 
berpotensi terjadinya praktek predatory pricing perlu dilakukan beberapa tes untuk 
mendeteksi suatu pelaku usaha melakukan praktik predatory pricing. Adapun test 
yang biasa digunakan untuk membantu otoritas persaingan dalam membuktikan 
adanya praktik predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:172 
a. Price-Cost Test 
Tes ini dilakukan dengan cara membandingkan data harga dengan biaya 
secara obyektif. Karena tes ini tidak secara langsung ditujukan untuk 
membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan praktek jual rugi, tetapi 
lebih mengacu pada pemberian informasi bahwa hal tersebut memang 
mengarah kepada kondisi harga yang mematikan (predatory). 
b. Areeda-Turner Test 
Tes ini dilakukan dengan cara menyamakan harga pasar sama dengan 
marginal cost (MC) dan marginal revenue (MR). Yang dimana pada tingkat 
harga ini, setiap pelaku usaha pesaing tidak akan ke luar dari pasar 
                                                          
170 Ibid,. hlm 245. 
171 Ibid,. hlm 246. 
172 KPPU, op.cit. hlm 198-202. 
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sepanjang efisiensinya paling sedikit sama dengan pelaku usaha 
incumbent. 
c. Average Total Cost Test (ATC Test) 
Dalam pembuktian ini sering kali digunakan gabungan pendekatan AVC-
ATC test, dimana harga yang berada dibawah ATC, juga bisa disebut 
predatory kecuali otoritas persaingan melihat alasan-alasan yang masuk 
akal. 
d. Average Avoidable Cost Test (AAC Test) 
Pada AAC test ini, harga dibandingkan dengan AVC ditambah dengan biaya 
tetap tertentu, di luar sunk cost. Atau dengan kata lain, biaya yang muncul 
untuk memproduksi sejumlah output tertentu. 
e. Recoupment Test 
Test ini dilakukan hanya untuk mengkaji apakah pelaku usaha yang 
melakukan praktek jual rugi tersebut telah sukses mencapai tujuannya, 
yaitu menyingkirkan pesaingnya ke luar pasar dan menghalangi pesaing 
lainnya masuk ke dalam pasar. Kemudian, tes ini juga melihat  apakah 
pelaku usaha predator akan mampu mendapatkan keuntungan yang 
melebihi keuntungan kompetitif untuk menutupi segala kerugian yang 
dideritanya selama praktek predatory pricing yang telah dilakukan. 
Recoupment test ini juga akan mempertimbangkan berbagai 
kondisi yang mempunyai peranan penting bagi suksesnya strategi 
predatory pricing, meskipun tidak semua kondisi ini harus sekaligus 
terpenuhi. Antara lain yaitu: dominasi atau kekuatan pasar; hambatan 
masuk (barriers to entry dan re-entry), kekuatan keuangan; elastisitas 
harga terhadap permintaan rendah; kelebihan kapasitas; kecenderungan 
pangsa pasar; efisiensi relatif; pengaruh reputasi; diskriminasi harga; dan 
subsidi silang. 
Beberapa tes diatas bertujuan untuk membuktikan adanya praktek 
predatory pricing terjadi, dilakukan sebagaimana sesuai dengan yang telah 
dipaparkan diatas, maka flash sale dengan kondisi tertentu juga dapat 
dikategorikan sebagai bentuk predatory pricing dalam persaingan usaha. Kondisi 
tertentu pelaksanaan flash sale yang dalam hal ini salah satunya tidak berjangka 
waktu, hal ini tidak diperobolehkan karena akan menimbulkan monopoli sebagai 
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bentuk perbuatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Meskipun dari sisi 
konsumen akan diuntungkan, tetapi disisi lain akan mengakibatkan pelaku usaha 
pesaingnya mati dan tersingkir. Sehingga pelaksanaan flash sale harus berjangka 
waktu pendek. Untuk itu apabila pelaksanaan flash sale dilakukan dengan 
memenuhi 4 syarat diatas, maka pemenuhan unsur Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 
otomatis terpenuhi dan akan berakibat hukum pada pengenaan sanksi yang diatur 
dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), KPPU 
berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif antara lain berupa: 
1. “Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 
terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan 
usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat; 
2. Penetapan pembayaran ganti rugi; 
3. Pengenaan denda, paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 
tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat.”173 
Mengingat ketentuan yang berkaitan dengan ancaman sanksi pidana dan 
batas denda maksimal pada UU No. 5 Tahun 1999 telah dihapus dan digantikan 
berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja, maka sanksi atas pelanggaran Pasal 20 
berupa penetapan tindakan administratif yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2021 
yang memberlakukan sanksi tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang 
bertujuan untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat, 
dengan menetapkan pembayaran ganti rugi, dan pengenaan sejumlah denda 
dengan minimal denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliah rupiah). 
Jika ditarik kesimpulan dari sub bab ini, maka akibat hukum yang 
ditimbulkan dari pelaksanaan metode promosi flash sale yang apabila dalam 
pelaksanaannya memenuhi unsur-unsur Pasal 20 secara keseluruhan, dengan 
dilakukan pembuktian berdasarkan pendekatan rule of reason dan beberapa 
macam tes untuk membuktikan praktik predatory pricing berjalan sukses, maka 
pelaku usaha e-commerce dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan 
                                                          
173 Pasal 6 ayat (2) butir c, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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ketentuan PP No. 44 Tahun 2021 pada Pasal 6 ayat (2) butir c, f, dan g. Sebaliknya, 
apabila pelaksanaan metode promosi flash sale tidak memenuhi ketentuan dari 
unsur-unsur Pasal 20 secara keseluruhan, maka pelaksanaan metode promosi flash 








Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Konsep metode promosi flash sale pada e-commerce yang dalam 
prakteknya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 20 yang mengatur 
mengenai praktek predatory pricing dalam persaingan usaha, juga terdapat 
perbedaan maksud dan tujuan antara flash sale dengan predatory pricing. 
Menjadikan metode promosi flash sale tidak dapat dikategorikan sebagai 
bentuk praktek predatory pricing dalam perspektif persaingan usaha. 
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan metode promosi flash 
sale apabila unsur-unsur Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi secara 
keseluruhan dengan dilakukan pembuktian berdasarkan pendekatan rule 
of reason dan beberapa macam tes untuk membuktikan praktik predatory 
pricing berjalan sukses, maka pelaku usaha e-commerce dapat dikenakan 
tindakan administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir c, f, 
dan g PP No. 44 Tahun 2021, berupa perintah untuk menghentikan 
kegiatan usahanya yang telah terbukti menimbulkan praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, 
penetapan ganti rugi, dan pengenaan denda minimal Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). Sebaliknya, apabila pelaksanaan metode promosi flash 
sale unsur-unsur Pasal 20 tidak terpenuhi secara keseluruhan, maka 
metode promosi flash sale tidak menimbulkan akibat hukum pada 
persaingan usaha. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan terhadap pembahasan di atas maka penulis 
memberikan beberapa saran, yaitu : 
1. Apabila melihat Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) yang sudah berumur lebih dari 10 tahun, 
maka KPPU perlu melakukan penyempurnaan kembali mengenai 
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ketentuan tersebut agar dapat mengakomodasi perkembangan 
penanganan praktik jual rugi.  
2. Diperlukannya ketentuan tambahan yang dimuat dalam penjelasan 
Pasal 20 atau pada Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) yang mengatur secara khusus 
pelaksanaan flash sale dan memuat batasan standar maksimal 
penerapan harga yang sangat rendah pada kegiatan flash sale, 
sehingga terlihat jelas perbedaan pelaksanaan penerapan harga yang 
dilakukan dengan maksud untuk melaksanaan strategi promosi atau 
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